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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa desa merupakan entitas pemerintahan terdekat
dengan masyarakat yang memiliki peran strategis
dalam pembangunan nasional dan daerah, sehingga
pembangunan desa perlu dilaksanakan dengan
memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya
alam yang dimiliki desa serta mendayagunakan
partisipasi dan gotong royong masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan mengenai
pemberdayaan masyarakat desa, desa didorong untuk
mampu melakukan aksi bersama dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan
kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi
desa, serta  pengelolaan  lingkungan secara
berkelanjutan;

bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya desa
yang bersih, tertata, lestari, aman, dan berdaya saing,
diperlukan suatu gerakan pembangunan desa yang
terpadu, terintegrasi, dan berbasis partisipasi
masyarakat serta berorientasi pada pembangunan desa
yang berkelanjutan;

bahwa konsep Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman,
dan Unggul) merupakan pendekatan pembangunan
desa yang menekankan kelestarian lingkungan,
estetika wilayah, keberlanjutan budaya, keamanan
masyarakat, serta penguatan daya saing ekonomi desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program
Desa HELAU.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);




Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023 Nomor 35);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 18);

19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 251);

20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun
2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2024 Nomor 288);

21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan
Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2026 Nomor 361).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM DESA HELAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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13.

14.

15.

16.

17.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Kecamatan adalah Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah
kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah wupaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Lomba Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang
cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Program Desa HELAU adalah program pembangunan desa di Kabupaten
Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan
desa berbasis lima pilar, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Desa HELAU adalah desa yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan
desa berbasis kelestarian lingkungan, penataan wilayah, pelestarian
budaya, ketahanan sosial masyarakat, dan penguatan daya saing ekonomi
desa.

Pilar HELAU adalah lima dimensi utama pembangunan desa dalam
Program Desa HELAU yang terdiri atas:

a. Hijau, yaitu kondisi desa yang menjaga kelestarian lingkungan hidup
melalui penghijauan, pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya

alam, serta penerapan praktik pembangunan dan pertanian yang
ramah lingkungan;
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(1)

b. Elok, yaitu kondisi desa yang tertata, rapi, bersih, dan nyaman melalui
penataan ruang desa, pengelolaan infrastruktur, serta penguatan
estetika lingkungan yang mendukung kualitas hidup masyarakat dan
potensi pariwisata;

c. Lestari, yaitu kondisi desa yang menjaga keberlanjutan budaya lokal,
adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal, dan warisan budaya masyarakat
desa;

d. Aman, yaitu kondisi desa yang kondusif, tertib, dan harmonis melalui
penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sistem keamanan
lingkungan, serta pelayanan publik yang baik; dan

e. Unggul, yaitu kondisi desa yang memiliki keunggulan dan daya saing
melalui pengembangan potensi ekonomi desa, penguatan kelembagaan
usaha desa, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,
pengembangan desa wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan penguatan inovasi desa.

Indikator Desa HELAU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat capaian penerapan pilar HELAU dalam pembangunan desa.

Evaluasi Desa HELAU adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap
pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkala oleh Pemerintah
Daerah.

Lomba Desa HELAU adalah kegiatan evaluasi dan apresiasi terhadap desa
yang berhasil mengimplementasikan Program Desa HELAU berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan.

Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Satgas HELAU Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, serta perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Program Desa
HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kecamatan yang selanjutnya
disebut Satgas HELAU Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat
untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.

Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Satgas HELAU Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, dan
pelaporan Program Desa HELAU di tingkat desa.

Sekretariat Satgas HELAU adalah unsur pendukung administratif dan
teknis dalam pelaksanaan tugas Satgas HELAU pada tingkat kabupaten,
kecamatan, dan desa.

Tim Penilai Lomba Desa HELAU adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU
dan Lomba Desa HELAU berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Program
Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.



(2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk:

a.

mendorong terwujudnya desa yang bersih, tertata, lestari, aman, dan
berdaya saing melalui pendekatan pembangunan desa berbasis pilar
HELAU;

meningkatkan kualitas lingkungan hidup desa melalui pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengelolaan kebersihan
dan persampahan yang baik;

mewujudkan penataan ruang desa yang rapi, tertib, dan memiliki
estetika lingkungan yang mendukung kenyamanan dan potensi
pengembangan wilayah,;

menjaga kelestarian budaya lokal, adat istiadat, serta nilai-nilai
kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial
masyarakat desa;

meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta
memperkuat ketahanan sosial masyarakat;

mendorong pengembangan potensi dan daya saing ekonomi desa
melalui penguatan usaha ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan
menengah, pertanian, pariwisata, dan inovasi desa;

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat;

mewujudkan pembangunan desa yang selaras dengan arah
pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan serta prinsip
pembangunan berkelanjutan; dan

mendorong desa sebagai pusat pembangunan berbasis potensi lokal
yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

S

konsep dan pilar;

pelaksanaan program;

kelembagaan;

peran dan tanggung jawab;
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
penilaian dan pelaksanaan lomba;
pembiayaan; dan

ketentuan lain.




BAB IV
PILAR PEMBANGUNAN DESA HELAU

Pasal 4

Program Desa HELAU merupakan pendekatan pembangunan desa di
Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan secara terpadu melalui
penguatan aspek lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketahanan
sosial masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi desa.

(1)
(2)

(1)

(1)

Pasal 5
Program Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan pilar HELAU.
Pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Hijau;

b. Elok;

c. Lestari;

d. Aman; dan
Unggul.

Pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penilaian Program
Desa HELAU.

Pasal 6

Pilar Hijau merupakan upaya mewujudkan desa yang memiliki lingkungan
hidup yang bersih, asri, sehat, dan berkelanjutan.

Pilar Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan desa;
pengelolaan sampah berbasis sumber;

penghijauan dan pelestarian ruang terbuka hijau desa;

perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam desa; dan
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penerapan praktik pertanian dan kegiatan ekonomi yang ramah
lingkungan.
Pasal 7

Pilar Elok merupakan upaya mewujudkan desa yang tertata, rapi, dan
memiliki estetika lingkungan yang baik.

Pilar Elok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penataan ruang desa secara tertib dan terencana;

penataan kawasan permukiman dan fasilitas umum desa;
pemeliharaan kerapian dan estetika lingkungan desa;

penguatan estetika lingkungan desa; dan

N

pengembangan potensi desa yang memiliki nilai keindahan dan daya
tarik wisata.

Pasal 8

Pilar Lestari merupakan upaya mewujudkan desa yang menjaga
keberlanjutan nilai budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan warisan
budaya masyarakat desa.



(2)

(1)

(2)

(1)

Pilar Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pelestarian budaya dan kearifan lokal;

penguatan identitas dan tradisi masyarakat desa;

perlindungan nilai-nilai adat istiadat;

pelestarian warisan budaya desa; dan
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pengembangan kegiatan sosial budaya yang memperkuat karakter
masyarakat desa.
Pasal 9

Pilar Aman merupakan upaya mewujudkan desa yang kondusif, tertib, dan
harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Pilar Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
b. pengembangan sistem keamanan lingkungan desa;

c. pencegahan dan penanganan Kkerawanan sosial, termasuk
penyalahgunaan narkoba, perlindungan perempuan dan anak, serta
kesiapsiagaan bencana;

d. penguatan kelembagaan perlindungan masyarakat dan pelayanan
publik desa; dan

€. penguatan ketahanan sosial masyarakat desa.

Pasal 10

Pilar Unggul merupakan upaya mewujudkan desa yang memiliki
keunggulan, daya saing, dan kemandirian melalui pengembangan potensi
ekonomi desa, penguatan kelembagaan usaha desa, peningkatan kapasitas
masyarakat, dan penguatan inovasi desa.

Pilar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
pengembangan potensi ekonomi desa;

penguatan Badan Usaha Milik Desa;

penguatan usaha mikro kecil dan menengah desa;

pengembangan desa wisata;

pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;
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peningkatan kapasitas masyarakat desa; dan

g. penguatan inovasi desa.

Pengembangan Pilar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan desa.
BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM DESA HELAU

Bagian Kesatu
Perencanaan Program
Pasal 11

Program Desa HELAU dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan
berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan desa.



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Perencanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa yang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
c.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Perencanaan Program Desa HELAU disusun berdasarkan potensi,
permasalahan, dan kebutuhan masyarakat desa.

Penyusunan perencanaan Program Desa HELAU dilaksanakan melalui
mekanisme musyawarah desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program

Pasal 12

Program Desa HELAU dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama
masyarakat desa.

Pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang mendukung pilar HELAU.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melibatkan:

a. lembaga kemasyarakatan desa;
kelompok masyarakat;
pelaku usaha;

lembaga pendidikan; dan
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pemangku kepentingan lainnya.
Bagian Ketiga
Integrasi Pilar HELAU dalam Pembangunan Desa
Pasal 13

Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan dengan
mengintegrasikan lima pilar pembangunan desa.

Integrasi pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam:

a. pembangunan lingkungan desa;

b. penataan wilayah dan infrastruktur desa;

c.  pelestarian budaya dan kearifan lokal;

d. penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
€. pengembangan potensi ekonomi desa.

Pemerintah Desa mengembangkan inovasi dan kegiatan pembangunan
desa yang mendukung penerapan pilar HELAU.




(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Indikator Pelaksanaan Program

Pasal 14

Pelaksanaan Program Desa HELAU diukur melalui indikator pelaksanaan

Program Desa HELAU yang mencerminkan capaian pada setiap pilar
HELAU.

Indikator pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi indikator pada:

pilar Hijau;
pilar Elok;

pilar Lestari;
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pilar Aman; dan
e. pilar Unggul.

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator pelaksanaan Program Desa
HELAU tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Koordinasi Pelaksanaan Program

Pasal 15

Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan secara terkoordinasi
antara:

a. Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Kecamatan; dan
c. Pemerintah Desa;

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam
pelaksanaan Program Desa HELAU.

Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Program Desa
HELAU di wilayah kecamatan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 16

Pemerintah Desa melalui Satgas HELAU Desa menyampaikan laporan
pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkala kepada Camat melalui
Satgas HELAU Kecamatan.

Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan
melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan penyampaian laporan pelaksanaan
Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satgas
HELAU Kabupaten.

Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten
menghimpun, menelaah, dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Program Desa HELAU kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
digunakan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan
perumusan kebijakan pelaksanaan Program Desa HELAU.



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

BAB VI
KELEMBAGAAN PROGRAM DESA HELAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan secara terkoordinasi
melalui kelembagaan pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat
Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Kelembagaan pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Satgas HELAU Kabupaten,;
b. Satgas HELAU Kecamatan; dan
c. Satgas HELAU Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat pada setiap tingkatan.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mermastikan
pelaksanaan Program Desa HELAU berjalan secara terarah, terukur,
efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Satgas HELAU Kabupaten

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kabupaten,
Bupati membentuk Satgas HELAU Kabupaten.

Satgas HELAU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Satgas HELAU Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Pasal 19

Satgas HELAU Kabupaten mempunyai tugas :

a.
b.

q

merumuskan kebijakan pelaksanaan Program Desa HELAU;

menyusun rencana aksi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat
kabupaten;

melakukan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU dengan Perangkat
Daerah, kecamatan, dan pemerintah desa;

melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kecamatan dan desa;

menyusun indikator, instrumen penilaian, dan standar evaluasi Desa
HELAU;

menyusun Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU setiap tahun;
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU;

mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Lomba Desa HELAU tingkat
kabupaten; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Bupati
melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.



(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20
Susunan keanggotaan Satgas HELAU Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
ketua;
wakil ketua;
sekretaris;

bidang atau kelompok kerja; dan
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anggota.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio
oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex
officio oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bidang atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
paling sedikit terdiri atas:

a. bidang penguatan pilar Hijau dan Elok;

b. bidang penguatan pilar Lestari dan Aman;

c. bidang penguatan pilar Unggul,

d. bidang data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

bidang sosialisasi, kemitraan, dan lomba.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur
perangkat daerah terkait, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha,
media, lembaga masyarakat, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Satgas HELAU
Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Kabupaten dibantu oleh
Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten berkedudukan pada perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten berada pada kantor perangkat
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU
Kabupaten;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan rapat kerja
Satgas HELAU Kabupaten;

c. menghimpun, mengelola, dan menelaah data serta laporan
pelaksanaan Program Desa HELAU;



(1)

(2)

d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
Program Desa HELAU;

e. mengelola dokumentasi dan arsip Program Desa HELAU; dan
mendukung pelaksanaan penilaian dan Lomba Desa HELAU.
Bagian Ketiga
Satgas HELAU Kecamatan
Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan,
Camat membentuk Satgas HELAU Kecamatan.

Satgas HELAU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Camat.

Satgas HELAU Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Pasal 23

Satgas HELAU Kecamatan mempunyai tugas:

a.
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(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

melakukan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa;
memfasilitasi penerapan indikator Desa HELAU di desa;

melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;

memfasilitasi pembinaan, verifikasi awal, dan penyiapan desa dalam
pelaksanaan Program Desa HELAU dan Lomba Desa HELAU; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Satgas
HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.

Pasal 24
Susunan keanggotaan Satgas HELAU Kecamatan terdiri atas:
penanggung jawab;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris; dan

anggota.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat
secara ex officio oleh Camat.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex officio
oleh Sekretaris Kecamatan.

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal dari

unsur seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan/atau
pemerintahan.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari unsur
sekretariat kecamatan.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur
kecamatan, unsur instansi atau unit pelayanan di wilayah kecamatan,
pendamping desa, serta unsur masyarakat sesuai kebutuhan.



(7)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Satgas HELAU
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Kecamatan dibantu oleh
Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan.

Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan berkedudukan dan berada pada
kantor kecamatan.

Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU
Kecamatan;

menghimpun laporan pelaksanaan Program Desa HELAU dari desa,;
menyiapkan bahan verifikasi, pembinaan, dan pendampingan;

mengelola data, dokumentasi, dan pelaporan di tingkat kecamatan; dan
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memfasilitasi penyiapan desa dalam evaluasi dan Lomba Desa HELAU.

Bagian Keempat
Satgas HELAU Desa

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa, Kepala
Desa membentuk Satgas HELAU Desa.

Satgas HELAU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Satgas HELAU Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

Susunan keanggotaan Satgas HELAU Desa terdiri atas:

a. pembina;

b. ketua;

c. sekretaris;

d. koordinator bidang; dan

anggota.

Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex
officio oleh Kepala Desa.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat secara ex officio
oleh Sekretaris Desa.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ berasal dari unsur
perangkat desa.

Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling
sedikit terdiri atas:

a. bidang Hijau dan Elok;

b. bidang Lestari dan Aman;
c. bidang Unggul; dan
d

bidang data, dokumentasi, dan pelaporan.



(9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berasal dari unsur
perangkat desa, kepala dusun, lembaga kemasyarakatan desa, satuan
perlindungan masyarakat, unsur BUM Desa, kelompok masyarakat, tokoh
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur pemuda,
dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.

(10) Badan Permusyawaratan Desa dapat dilibatkan dalam musyawarah,
pemberian masukan, dan pengawasan sosial atas pelaksanaan Program
Desa HELAU sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27
Satgas HELAU Desa mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa;

b. mendukung pengintegrasian Program Desa HELAU ke dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa;

c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa
HELAU;

d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada setiap pilar HELAU sesuai dengan
kondisi, potensi, dan kebutuhan desa;

e. menghimpun data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Program Desa
HELAU di desa;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU; dan

g. menyiapkan desa dalam pelaksanaan evaluasi dan Lomba Desa HELAU.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Desa dibantu oleh
Sekretariat Satgas HELAU Desa.

(2) Sekretariat Satgas HELAU Desa berkedudukan pada Pemerintah Desa,
secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat desa, dan berada pada
kantor desa.

(3) Sekretariat Satgas HELAU Desa mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU
Desa,

b. menghimpun data dan dokumentasi pelaksanaan Program Desa
HELAU;

c. menyiapkan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU;
menyiapkan bahan rapat koordinasi, musyawarah, dan pembinaan;

e. menyiapkan dokumen dan bukti dukung dalam pelaksanaan evaluasi
dan Lomba Desa HELAU; dan

f. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan oleh Satgas
HELAU Desa.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja

Pasal 29

(1) Satgas HELAU Kabupaten melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
terhadap Satgas HELAU Kecamatan.



(2)

(4)

(5)

(1)

(1)

Satgas HELAU Kecamatan melakukan pembinaan, fasilitasi, verifikasi
awal, dan pendampingan terhadap Satgas HELAU Desa dan Pemerintah
Desa dalam pelaksanaan Program Desa HELAU.

Satgas HELAU Desa melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
Program Desa HELAU di tingkat desa bersama Pemerintah Desa dan
masyarakat.

Hubungan kerja antara Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU
Kecamatan, Satgas HELAU Desa, dan Pemerintah Desa bersifat koordinatif,
konsultatif, fasilitatif, dan berjenjang.

Sekretariat Satgas HELAU pada setiap tingkatan melaksanakan fungsi
dukungan administratif, penghimpunan data, dokumentasi, dan pelaporan
sesuai dengan jenjang kewenangannya.

BAB VII
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan Program Desa
HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah memiliki peran:

g. menetapkan kebijakan dan arah pelaksanaan Program Desa HELAU;

h. mengintegrasikan Program Desa HELAU ke dalam kebijakan
pembangunan daerah;

i. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan
Program Desa HELAU;

J.  memfasilitasi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kecamatan
dan desa;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa
HELAU,; dan

l. memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil melaksanakan
Program Desa HELAU.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah

Pasal 31

Perangkat Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Desa
HELAU sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi program pembangunan desa yang mendukung pilar HELAU;
pendampingan teknis kepada pemerintah desa;

pembinaan kegiatan masyarakat desa;

penguatan kapasitas kelembagaan desa; dan
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pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program.



(1)
(2)

(2)

(1)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa berperan sebagai koordinator
pelaksanaan Program Desa HELAU.
Bagian Ketiga
Pemerintah Kecamatan
Pasal 32

Camat berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan
Program Desa HELAU;

b. memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa dan perangkat
daerah;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada
Bupati melalui Satgas HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU
Kabupaten sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa

Pasal 33

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Desa
HELAU di wilayah desa.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Desa memiliki tugas:

a. mengintegrasikan Program Desa HELAU dalam perencanaan
pembangunan desa;

b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang mendukung pilar HELAU;

c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program
Desa HELAU;

d. mengembangkan inovasi desa yang mendukung pembangunan desa
berbasis pilar HELAU; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada
Camat melalui Satgas HELAU Desa.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 34

Masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Desa
HELAU.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:

a. partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa;



(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

b. pelaksanaan kegiatan gotong royong dan pengelolaan lingkungan desa;
c. pelestarian budaya dan kearifan lokal;
d. pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa; dan

menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan desa.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat.
BAB VIII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program
Desa HELAU.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program Desa
HELAU;

b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
c. pendampingan teknis pelaksanaan program,;
d. penguatan kelembagaan masyarakat desa; dan

fasilitasi pengembangan inovasi desa.
Camat melaksanakan pembinaan pelaksanaan Program Desa HELAU di
wilayah kecamatan.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Program Desa HELAU.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di desa.

Pemantauan pelaksanaan Program Desa HELAU meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan yang mendukung pilar HELAU;
b. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program;
c. pemanfaatan sumber daya desa; dan

d. capaian indikator pelaksanaan program.

Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan
pelaksanaan Program Desa HELAU.



(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program
Desa HELAU.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala
untuk menilai tingkat keberhasilan penerapan pilar HELAU di desa.

Evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU dilakukan berdasarkan
indikator pada setiap pilar HELAU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar:

a. penyusunan kebijakan pengembangan Program Desa HELAU;

b. pemberian penghargaan kepada desa; dan

c. pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil Evaluasi

Pasal 38

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU
dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun secara berjenjang
oleh Sekretariat Satgas HELAU Desa, Sekretariat Satgas HELAU
Kecamatan, dan Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan
jenjang kewenangannya.

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten menyiapkan bahan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan oleh Satgas HELAU
Kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan Program
Desa HELAU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi
Program Desa HELAU diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati.

BAB IX
PENILAIAN DAN PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU

Bagian Kesatu
Penilaian Pelaksanaan Program Desa HELAU

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program
Desa HELAU di desa.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai
bagian dari evaluasi perkembangan desa.

Penilaian pelaksanaan Program Desa HELAU bertujuan untuk:

a. mengukur tingkat capaian penerapan pilar HELAU dalam
pembangunan desa;

b. mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan

d. mendorong inovasi desa dalam pengelolaan lingkungan, sosial, dan
ekonomi desa.

Bagian Kedua
Lomba Desa HELAU

Pasal 40

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Desa HELAU sebagai bentuk
evaluasi dan apresiasi terhadap desa yang berhasil melaksanakan Program
Desa HELAU.

Lomba Desa HELAU dilaksanakan pada tingkat kabupaten terhadap desa
nominasi yang ditetapkan berdasarkan hasil Lomba Desa tingkat
kabupaten.

Lomba Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkala setiap tahun.

Lomba Desa HELAU merupakan instrumen penguatan tematik terhadap
Lomba Desa dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan apresiasi atas
penerapan pilar HELAU.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian
Pasal 41

Mekanisme penilaian dalam Lomba Desa HELAU dilakukan melalui
tahapan:

a. penetapan desa nominasi berdasarkan hasil Lomba Desa tingkat
kabupaten;

sosialisasi instrumen penilaian dan penyampaian bukti dukung;
penilaian administrasi dan/atau pemeriksaan dokumen;
verifikasi lapangan dan klarifikasi, apabila diperlukan;
rekapitulasi hasil penilaian; dan

penetapan pemenang.

-0 o0 o

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis Lomba Desa HELAU
diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Indikator Penilaian

Pasal 42

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan berdasarkan indikator dan
instrumen penilaian yang mencerminkan capaian pada setiap pilar HELAU.

Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(3)

(1)
(2)

(3)

Bagian Kelima
Tim Penilai

Pasal 43

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
perangkat daerah terkait;

akademisi;

pelaku usaha;

tokoh masyarakat;

media massa; dan
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pemangku kepentingan lainnya.

Tim Penilai bertugas:

a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU;
b. melakukan verifikasi lapangan;

c. menyusun hasil penilaian; dan
d

merekomendasikan penetapan desa terbaik.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil
melaksanakan Program Desa HELAU.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. piagam penghargaan;

b. trofi atau tanda penghargaan;

c. bantuan program pembangunan desa; dan/atau

d

bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa
secara berkelanjutan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan pelaksanaan Program Desa HELAU bersumber dari:

a.

la.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung

Selatan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;




e. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk
mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

(2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk:

a. pembinaan dan pendampingan desa;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program;
penyelenggaraan penilaian dan Lomba Desa HELAU;

pemberian penghargaan kepada desa; dan
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kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

Pasal 47

(1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk
mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

(2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa serta prioritas
penggunaan Dana Desa.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dukungan pembiayaan Program
Desa HELAU melalui kerja sama dengan:

a. dunia usaha;

b. lembaga pendidikan,;

c. lembaga swadaya masyarakat; dan
d. pemangku kepentingan lainnya.

(2) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan yang berkaitan
dengan penataan lingkungan desa, pengelolaan kebersihan dan keindahan
lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan potensi desa
dilaksanakan dengan mengacu dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan
desa dapat mengintegrasikan prinsip dan pilar Program Desa HELAU ke dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.



Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU
yang meliputi jadwal, tata cara penyampaian dokumen dan bukti dukung,
klarifikasi dan verifikasi, pembobotan, rekapitulasi nilai, dan penetapan hasil
diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 APr'.L_ 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal @ A‘m(/ 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 347
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR '@ TAHUN 2026

TENTANG PROGRAM DESA HELAU

INDIKATOR DESA HELAU
A. PENDAHULUAN

Indikator Desa HELAU disusun sebagai penguatan terhadap mekanisme
evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, serta kehidupan
kemasyarakatan desa. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, indikator evaluasi
tersebut diperkaya melalui pendekatan pembangunan desa berbasis HELAU
(Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Pendekatan HELAU menekankan pentingnya pembangunan desa yang tidak
hanya berorientasi pada aspek tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan desa, penataan
wilayah, pelestarian budaya lokal, keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta penguatan daya saing ekonomi desa. Selain itu, indikator Desa HELAU
juga memperkuat aspek pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan
desa melalui penerapan prinsip ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah), BKW
(Bersih, Kering, Wangi), serta Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana
diatur dalam kebijakan daerah mengenai pengelolaan kebersihan dan
keindahan lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, indikator Desa HELAU diharapkan mampu:

a. memperkuat pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di Kabupaten
Lampung Selatan;

b. mendorong peningkatan kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan
desa;

c. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kehidupan
sosial masyarakat;

d. mendukung pelestarian budaya serta kearifan lokal desa; dan

e. mendorong pengembangan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Indikator Desa HELAU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan
pemantauan, evaluasi, serta penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa
HELAU secara berkelanjutan.

B. PRINSIP PENILAIAN DESA HELAU
Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. Objektif

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan indikator yang jelas,
terukur, dan dapat diverifikasi melalui data, dokumen, serta kondisi
faktual di lapangan.

2. Transparan

Seluruh tahapan penilaian Desa HELAU dilaksanakan secara terbuka
dan dapat diketahui oleh pemerintah desa serta masyarakat.



3. Partisipatif

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan dengan mendorong keterlibatan
berbagai unsur masyarakat desa, yaitu melibatkan unsur pemerintah,
masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Akuntabel

Hasil penilaian Desa HELAU harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif dan teknis.

5. Berkelanjutan

Penilaian Desa HELAU tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan
desa terbaik, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan
dalam pembangunan desa.

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi tim penilai dalam melakukan
penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

. STRUKTUR PENILAIAN DESA HELAU

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan struktur indikator yang
disusun untuk menilai tingkat capaian pembangunan desa secara
komprehensif melalui pendekatan HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan
Unggul).

Struktur penilaian Desa HELAU merupakan pengembangan dari indikator
evaluasi perkembangan desa yang diselaraskan dengan kebutuhan
pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam
penguatan aspek kebersihan, keindahan lingkungan, pelestarian budaya,
ketenteraman masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi desa.

Penilaian Desa HELAU dilakukan berdasarkan lima pilar utama
pembangunan desa, yaitu:

1. Hijau, yang menilai kondisi lingkungan desa yang bersih, sehat, dan
berkelanjutan;

2. Elok, yang menilai penataan wilayah desa yang tertib, rapi, dan estetis;
3. Lestari, yang menilai upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal desa;

4. Aman, yang menilai kondisi ketenteraman, ketertiban, serta harmoni
sosial masyarakat desa; dan

S. Unggul, yang menilai kemampuan desa dalam mengembangkan potensi
ekonomi, sumber daya manusia, serta inovasi desa.

Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam mendukung pembangunan desa yang maju, tertata, berkelanjutan,
dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaan penilaian Desa HELAU, indikator pada pilar Hijau dan
Elok dipertajam melalui penerapan prinsip pengelolaan kebersihan dan
keindahan lingkungan desa yang meliputi: ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah);
BKW (Bersih, Kering, Wangi); dan Strategi Bijak Kelola Sampah. Penguatan
indikator tersebut dimaksudkan untuk mendorong desa agar mampu
mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, tertata, dan nyaman bagi
masyarakat.

Untuk memastikan penilaian dilakukan secara komprehensif, setiap pilar
HELAU dinilai melalui beberapa dimensi penilaian yang meliputi:

1. kebijakan dan kelembagaan desa;

2. kegiatan dan program yang dilaksanakan;



3. kondisi fisik wilayah desa; dan
4. partisipasi masyarakat desa.

Dengan pendekatan tersebut, penilaian Desa HELAU tidak hanya menilai
keberadaan program secara administratif, tetapi juga menilai implementasi
nyata di lapangan serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Ketentuan mengenai tata cara penilaian, indikator operasional, bobot
penilaian, serta mekanisme pelaksanaan Lomba Desa HELAU diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan
oleh Bupati.

. INDIKATOR PILAR HELAU

Indikator Pilar HELAU merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan desa
berdasarkan lima pilar HELAU. Setiap pilar terdiri atas beberapa indikator
yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa,
penataan wilayah, kehidupan kemasyarakatan, serta pengembangan
potensi desa.

1. PILAR HIJAU

Pilar Hijau ditujukan untuk menilai upaya desa dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan lingkungan desa yang
bersih dan sehat. Indikator Pilar Hijau meliputi:

a. Kebijakan desa dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan desa.
Kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan desa secara rutin.

Penerapan pemilahan sampah rumah tangga di tingkat masyarakat.

a o o

Keberadaan sistem pengelolaan sampah desa (bank sampah, TPS,
atau bentuk pengelolaan lainnya).

Pelaksanaan program pengurangan sampah dan daur ulang sampah.

Ketersediaan sarana tempat sampah di fasilitas umum desa.

@ ™o

Pelaksanaan kegiatan penghijauan desa.

h. Ketersediaan ruang terbuka hijau atau kawasan hijau desa.

2. PILAR ELOK
Pilar Elok ditujukan untuk menilai kualitas penataan ruang desa serta
kondisi lingkungan permukiman yang tertib dan nyaman. Indikator Pilar
Elok meliputi:

a. Penataan kawasan permukiman desa yang tertib dan teratur.
Kondisi kebersihan lingkungan permukiman desa.

Penataan fasilitas umum desa yang rapi dan terpelihara.
Kondisi balai desa dan kantor desa yang tertata dengan baik.
Penataan jalan desa dan lingkungan jalan yang bersih dan rapi.
Keberadaan taman desa atau ruang publik yang tertata.

Penataan gapura desa dan identitas visual desa.

5w om0 a0 o

Penataan papan informasi desa.



3. PILAR LESTARI

Pilar Lestari ditujukan untuk menilai upaya desa dalam menjaga dan
melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal
masyarakat. Indikator Pilar Lestari meliputi:

Pelaksanaan kegiatan adat atau tradisi masyarakat desa.
Pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal desa.
Kegiatan seni dan budaya masyarakat desa.

Keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya desa.

o o o o

Kegiatan festival atau event budaya desa.
4. PILAR AMAN

Pilar Aman ditujukan untuk menilai kondisi keamanan lingkungan,
ketertiban sosial masyarakat, serta kualitas pelayanan publik desa yang
mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis,
dan responsif. Indikator Pilar Aman meliputi:

a. Sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Penanganan konflik sosial.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Upaya perlindungan perempuan dan anak.

Kesiapsiagaan bencana desa.
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Kelembagaan keamanan desa melalui satuan perlindungan
masyarakat (satlinmas).

g. Pelayanan publik desa.
5. PILAR UNGGUL

Pilar Unggul ditujukan untuk menilai kemampuan desa dalam
mengembangkan potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta inovasi
desa. Indikator Pilar Unggul meliputi:

a. Keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Pengembangan usaha mikro dan usaha rumah tangga masyarakat
desa.

c. Pengembangan desa wisata.

d. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

e. Pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kapasitas masyarakat desa.
f. Inovasi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memudahkan desa dalam memahami capaian Program Desa HELAU,
indikator dari kelima pilar tersebut di atas diuraikan dalam bentuk Matriks
Indikator HELAU sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Indikator Program Desa HELAU

PARAMETER METODE
INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
PILAR HIJAU
Kebijakan terdapat aturan atau . Peraturan Desa /
pengelolaan kebijakan desa terkait p?inolliﬁk S:;n Peraturan Kepala
kebersihan desa | kebersihan lingkungan X Desa / Keputusan




PARAMETER METODE
NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
Kepala Desa,
RKPDes, APBDes
Observasi
5 f:yg; itgan gotong kegiatan kerja bakti wa\I::n aélfraan&an dokumentasi
: ' . ot
kebersihan desa dilakukan seeara. rutin pemeriksaan S
dokumen
observasi 3
Pemilahan masyarakat melakukan lapangan, kct)nd1s1 Tl
. P angga, dan
3 | sampah rumah pemilahan sampah pemeriksaan g
T d e dokm d dokumentasi
tangga organik dan anorgani okumen, dan Sedatan
wawancara
observasi
Sistem terdapat TPS, bank lapangan, HE Pembentukgn,
: » dokumentasi
4 | pengelolaan sampah, atau sistem pemeriksaan fasilitas d
sampah desa pengelolaan sampah dokumen, dan ity
’ kegiatan desa
wawancara
5 1}:;?1%;11 a;:ngan tﬁ;iagp;t:alfleglatm G Observasi dokumentasi
sampah pemanfaatan sampah ‘GpangRT Kegisiled
Sarana tempat e jce;mpat o Observasi Dokumentasi
6 pada fasilitas umum ey
sampah desa lapangan fasilitas umum desa
Observasi
- Program terdapat kegiatan lapangan dan dokumentasi
penghijauan desa | penanaman pohon pemeriksaan kegiatan
dokumen
Ruang terbuka terdapat taman atau Observasi Dokumentasi
hijau desa ruang hijau desa lapangan fasilitas desa
B | PILAR ELOK
. observasi
Penatagn lmgkungan lapangan dan | kondisi lingkungan
1 | permukiman permukiman tertata ! A
. pemeriksaan permukiman
desa dan rapi .
dokumentasi
Kebersihan ; . 3 5 .43
2 | lingkungan lingkungan bebas Observasi kondisi lingkungan
permukimean sampah lapangan permukiman
3 Penataan fasilitas | fasilitas umum tertata Observasi Kondisi fasilitas
umum dan terpelihara lapangan umum desa
q Kondisi kantor Kantor dan balai desa Observasi Kondisi kantor dan
dan balai desa bersih dan tertata lapangan balai desa
observasi
5 Penataan jalan lingkungan jalan bersih | lapangan dan kondisi jalan
lingkungan desa | dan rapi pemeriksaan lingkungan
dokumentasi
6 Taman desa atau | terdapat taman atau Observasi Dokumentasi
ruang publik ruang publik desa lapangan fasilitas desa
terdapat gapura atau Observasi Dokumentasi
€. | Clepumadess. identitas desa lapangan fasilitas desa
8 Papan informasi | tersedia papan Observasi Dokumentasi

desa

informasi desa

lapangan

fasilitas desa




PARAMETER METODE
NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
C | PILAR LESTARI
Observasi
Kegiatan seni terdapat kelompok seni lapanggn cax Dokumentasi
E budaya desa atau budaya desa PR kegiatan desa
y dokumentasi
kegiatan
Observasi
2 II:elgktsanaZI;t terdapat kegiatan adat las&agiglg::nn Dokumentasi
- s atau tradisi P . kegiatan desa
desa dokumentasi
kegiatan
3 Pelestarian terdapat upaya menjaga | Pemeriksaan APBDes
budaya lokal nilai budaya dokumen
Observasi
4 Keterlibatan pemuda terlibat dalam lapangan dan Dokumentasi
generasi muda kegiatan budaya pemeriksaan kegiatan desa
dokumentasi
Festival atau Observasi Dokumentasi
5 e\?:n Af e g terdapat kegiatan lapangan dan kegiatan desa dan
desa i’ festival budaya pemeriksaan | dokumen dukungan
dokumentasi Pemerintah Daerah
D | PILAR AMAN
terdapat 81s'tem : Dokumentasi
. keamanan lingkungan Observasi .
Sistem . kegiatan desa,
yang didukung sarana, lapangan dan )
1 | keamanan ) jadwal ronda, dan
. pengaturan, SOP, dan pemeriksaan
lingkungan ; . SOP/pedoman
pelaksanaan patroli dokumentasi i
e siskamling
: Dokumen forum
Terdapat mekanisme
;i ’ Wawancara dan rembug desa,
Penanganan penyelesaian konflik .
2 : : . pemeriksaan APBDes, dan
konflik sosial masyarakat melalui ; .
dokumentasi dokumentasi
rembug desa Kkegi
eglatan
N ERTeE S, perdes / keputusan
ST e terdapat upaya observasi kepala desa
3 | penyalahgunaan P pay lapangan dan P .
pencegahan narkoba : dokumentasi
narkoba pemeriksaan S ———
dokumentasi gl .
Perlindungan terdapat upaya Pemeriksaan percli{es élkeé)utusan
4 | Perempuan dan perlindungan dokumen dan EPR R DESE,
dokumentasi
anak perempuan dan anak wawancara :
kegiatan desa
perdes / keputusan
kepala desa,
5 Kesiapsiagaan Terdapat kesiapsiagaan ;eknlllenkszan RPJtM Dzs,klflKPDes,
bencana desa menghadapi bencana s e i i
wawancara perencanaan desa,
Dokumentasi
kegiatan desa
SelembaRam Terdapat kelembagaan Pemeriksaan SK dari Kepala
6 | keamanan desa
keamanan desa dokumen Desa

(Linmas)




PARAMETER METODE
NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
Observasi Dokumen
. Pelayanan administrasi lapangan, pelayanan desa,
Z gelayanan publik desa tersedia dan wawancara, dan | register pelayanan,
e berjalan dengan baik pemeriksaan dan keterangan
dokumentasi masyarakat
E | PILAR UNGGUL
Perdes, SK Kepala
Keberad Pemeriksaan Desa, dan dokumen
1 B%Nellg aan terdapat BUMDes aktif dokumen dan administrasi
e wawancara kegiatan usaha
BUMDes
pemeriksaan data UMKM desa,
disligmen, dokumentasi
2 | UMKM desa terdapat UMKM aktif observasi Kegi b
lepangan, Han egiatan usaha,
’ dan pelaku usaha
wawancara
Piimbiiksann RPJMDes, RKPDes,
- APBDes, dan berita
Pengembangan terdapat potensi wisata dokumen,
3 . . acara musyawarah
desa wisata desa observasi .
desa, dokumentasi
lapangan ke
egiatan
Kegiatan Pemeriksaan sekionen, RickDesa
&l terdapat program / KWT dan
4 | pemberdayaan . | dokumen dan ;
: pemberdayaan ekonomi dokumentasi
ekonomi wawancara g
kegiatan
terdapat pelatihan
5 Pelatihan peningkatan kapasitas Pemeriksaan Dokumentasi
masyarakat desa | dalam pemberdayaan dokumen kegiatan desa
ekonomi desa
. . Pemeriksaan N
& | Deovesi dpss terdapat inovasi I A——— Dol;umentam
pembangunan desa kegiatan desa
wawancara
E. KETERKAITAN INDIKATOR DESA HELAU DENGAN EVALUASI

PERKEMBANGAN DESA

Indikator Desa HELAU merupakan penguatan terhadap indikator evaluasi
perkembangan desa yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah
dalam menilai perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa pada
dasarnya menilai tiga dimensi utama pembangunan desa, yaitu:

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. kewilayahan desa; dan
c. kehidupan kemasyarakatan desa.

Pendekatan HELAU memperkaya ketiga dimensi tersebut dengan penekanan
pada kualitas lingkungan desa, penataan wilayah, pelestarian budaya,
keamanan masyarakat, serta pengembangan daya saing ekonomi desa.
Hubungan antara indikator Desa HELAU dan dimensi evaluasi
perkembangan desa dapat digambarkan pada Tabel berikut.



Tabel 2. Keterkaitan Indikator Desa HELAU dan
Dimensi Evaluasi Perkembangan Desa

g | DIMENSI EVALUASI
NO PERKEMBANGAN FOKUS PENILAIAN
HELAU DESA

pengelolaan lingkungan desa,
1 | Hijau Kewilayahan desa kebersihan lingkungan, pengelolaan
sampah, penghijauan desa

penataan wilayah desa, estetika
2 | Elok Kewilayahan desa lingkungan desa, penataan fasilitas
umum desa

pelestarian budaya lokal, kearifan lokal,

& | bestanl Kemasyatalatan fesa kegiatan adat dan seni budaya desa

keamanan lingkungan desa, ketertiban
sosial, perlindungan sosial masyarakat,

4 | Aman Kemasyarakatan desa Kesiapsi
esiapsiagaan bencana, dan pelayanan
publik desa
Pemerintahan desa pengembangan ekonomi desa,
S | Unggul dan kemasyarakatan | pemberdayaan masyarakat, inovasi
desa desa

Dalam kerangka Desa HELAU, indikator pada dimensi kewilayahan desa
dipertajam melalui penerapan prinsip pengelolaan kebersihan dan
keindahan lingkungan desa yang meliputi:

e ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah);

e BKW (Bersih, Kering, Wangi); dan

e Strategi Bijak Kelola Sampah.

Penguatan indikator ini bertujuan untuk mendorong desa agar:

e mampu mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat;
e meningkatkan kualitas penataan wilayah desa;

e meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan.

PENUTUP

Indikator Desa HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ ini
menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
dan penilaian pelaksanaan Program Desa HELAU serta digunakan sebagai
dasar dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini.

TI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1@ TAHUN 2026

TENTANG PROGRAM DESA HELAU

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA DESA HELAU
A. UMUM

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU merupakan perangkat evaluasi
yang digunakan untuk menilai tingkat pelaksanaan Program Desa HELAU
di desa. Instrumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Tim
Penilai dalam melakukan penilaian terhadap kinerja desa dalam
melaksanakan pembangunan berbasis pilar HELAU, yaitu Hijau, Elok,
Lestari, Aman, dan Unggul. Instrumen penilaian Lomba Desa HELAU ini
digunakan untuk:

1. menilai tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan Program Desa
HELAU;

2. melakukan verifikasi terhadap kondisi nyata desa; dan
3. menentukan peringkat desa dalam Lomba Desa HELAU.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator Desa HELAU
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Penilaian dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu:

1. penilaian administrasi, melalui pemeriksaan dokumen desa;

2. verifikasi lapangan, melalui observasi kondisi desa; dan

3. wawancara, dengan pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Tim Penilai untuk menyusun
rekomendasi pembinaan desa serta menentukan peringkat desa dalam
Lomba Desa HELAU.

B. STRUKTUR INSTRUMEN PENILAIAN

Indikator Desa HELAU disusun sebagai penguatan terhadap mekanisme
evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, serta kehidupan
kemasyarakatan desa. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, indikator evaluasi
tersebut diperkaya melalui pendekatan pembangunan desa berbasis HELAU
(Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU disusun dalam bentuk matriks
penilaian yang memuat unsur-unsur penilaian secara sistematis,
terstruktur, dan terukur. Matriks ini digunakan sebagai pedoman bagi Tim
Penilai untuk melakukan penilaian administrasi, verifikasi lapangan, dan
wawancara terhadap tingkat pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

Struktur instrumen penilaian terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Nomor, yaitu urutan indikator atau sub indikator dalam matriks
penilaian;

2. Pilar, yaitu kelompok utama penilaian yang terdiri atas Pilar Hijau, Elok,
Lestari, Aman, dan Unggul;

3. Indikator, yaitu aspek utama yang dinilai pada masing-masing pilar;



4. Parameter Penilaian, yaitu fokus atau tolok ukur utama yang digunakan
untuk menilai indikator;

5. Sub Indikator, yaitu rincian aspek penilaian dari indikator tertentu
apabila diperlukan untuk memperjelas objek yang dinilai;

6. Definisi Operasional, yaitu uraian yang menjelaskan secara tegas makna
indikator atau sub indikator agar penilaian dilakukan secara seragam,;

7. Parameter 1, Parameter 2, dan Parameter 3, yaitu tingkatan capaian
penilaian yang menunjukkan gradasi kondisi desa dari tingkat rendah,
sedang, sampai tinggi atau dari tahap awal, berkembang, sampai
berkelanjutan;

8. Keterangan, yaitu penjelasan tambahan yang memberikan batasan,
ruang lingkup, atau bukti pendukung yang harus diperhatikan oleh Tim
Penilai;

9. Metode Verifikasi, yaitu cara yang digunakan untuk memastikan
kebenaran data dan kondisi lapangan, baik melalui pemeriksaan
dokumen, observasi lapangan, wawancara, maupun metode lainnya;

10. Sumber Data, yaitu sumber informasi atau dokumen yang menjadi dasar
penilaian terhadap masing-masing indikator atau sub indikator.

Dalam matriks instrumen penilaian, setiap indikator dirumuskan
sedemikian rupa agar dapat diukur secara objektif dan dapat dibuktikan
melalui dokumen, kondisi lapangan, maupun informasi dari pihak terkait.
Oleh karena itu, setiap indikator harus dipahami sebagai satu kesatuan
antara definisi operasional, parameter penilaian, dan metode verifikasi.

Parameter penilaian pada setiap indikator atau sub indikator disusun secara
bertingkat untuk menunjukkan tingkat kemajuan desa. Dalam hal ini:

1. Parameter 1 menggambarkan kondisi awal, terbatas, belum optimal,
atau belum berkelanjutan;

2. Parameter 2 menggambarkan kondisi berkembang, telah berjalan, atau
telah menunjukkan capaian menengah; dan

3. Parameter 3 menggambarkan kondisi yang telah berjalan aktif,
terorganisasi, berkelanjutan, dan/atau memberikan hasil yang lebih
nyata.

Dalam menerapkan parameter penilaian, Tim Penilai wajib memperhatikan
kesesuaian antara bukti administrasi, kondisi aktual di lapangan, dan
informasi hasil wawancara. Penilaian tidak hanya didasarkan pada
keberadaan dokumen, tetapi juga pada tingkat implementasi dan
kebermanfaatan nyata dari pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

Matriks instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian ini secara
lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 3. Matriks Instrumen Penilaian Program Desa HELAU

PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppN[LAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - 5 BEIERANOAN | visavitam | | DATA
Keberadaan e Pilih ieni 3
jenis regulasi
dl: ;:d;al:xgilégga atau produk hukum
Kebijakan Zf\l;s:rlz zttau SRS TERIE BSRgADA Surat ::gzzg;::n dan
y = Regulasi Desa | kewajiban menjaga Keptibu Peret iz did rik perdes /
1 HIJAU pengelglaan kebx_]a.kan desa tentang kebersihan cputusan/ i Peraturan Desa .gkur?gan e i keputusan
kebersihan terkait : : Surat Edaran Kepala Desa e Dibuktikan  dengan dokumen
d o Kebersihan lingkungan, Kenali Desa el e kepala desa
b i Lingkungan pengelolaan P e
lingkungan Perdes atau Perkades
sampah, dan
atau SK / SE Kepala
penataan Desa (pdf)
lingkungan desa. P
e Pilih tahun RKPDes
Program dan Pemerintah yang memuat program
kegiatan Pemerintah Pemerintah Desa sudah dan kegiatan
—— pengelolaan Desa sudah Desa sudah menuangkan pengelolaan
Terdapat gr kebersihan menuangkan menuangkan program dan kebersihan
Kebijakan aturan atau ﬁi%%: ﬁan lingkungan program dan program dan kegiatan lingkungan.
2 HIJAU pengelolaan kebijakan desa ditass dimasukkan kegiatan kegiatan pengelo_laan e Dibuktikan  dengan | pemeriksaan RKPDes
kebersihan terkait Atileeromrs secara sistematis pengelolaan pengelolaan kebersihan melampirkan RKPDes dokumen
desa kebersihan dalam dokumen kebersihan kebersihan lingkungan yang sudah di-
lingkungan g:;zncanaan perencanaan dan lingkungan lingkungan dalam RKPDes | highlight di bagian
penganggaran dalam RKPDes | dalam RKPDes T-1, T-2, dan program dan kegiatan
pembangunan T-1 atau T-2 T-1, dan T-2 TO (TO adalah pengelolaan
desa. tahun berjalan) | kebersihan
lingkungan.
Anggaran e Pilih tahun Anggaran
Anggaran Anggaran dialokasikan yang memuat program
Dukungan dialokasikan dialokasikan untuk program | dan kegiatan
Terdapat Anggaran Desa untuk program | untuk program dan kegiatan pengelolaan
Kebijakan aturan atau untuk Program dan kegiatan dan kegiatan pengelolaan kebersihan
3 HIJAU pengelolaan kebijakan desa | Dukungan dan kegiatan pengelolaan pengelolaan kebersihan lingkungan. pemeriksaan APBDes
kebersihan terkait anggaran pengelolaan kebersihan kebersihan lingkungan |e Dibuktikan dengan dokumen
desa kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan dalam APBDes | melampirkan APBDes
lingkungan lingkungan dalam dalam APBDes | dalam APBDes | tahun T-2, T-1, yang sudah di-
APBDes tahun T-2 atau | tahun T-2 dan dan TO (TO highlight di bagian
T-1 T-1 adalah tahun program dan kegiatan
berjalan) pengelolaan




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | ppn;pAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - < = RETERARGAN | vemtemeasi DATA
kebersihan
lingkungan.
e Pilih tingkatan
Pembentukan Qenetapan ;
organisasi atau tim/kelompok .kerja
kelompok kerja di | Ada Pelaksana, Ada Pglaksana, Ada P(_elaksana, pelaksgna kegiatan
B Terdapat Pengaturan tingkat desa yang B T dan ditetapkan | dan ditetapkan | kebersihan dan
Kebijakan aturan atau Salurals bert : b ditetasican dengan dengan pengelolaan SK/Surat
engelolaan kebijakan desa € em bagaan ertanggung jawa tetap SK/Surat SK/Surat lingkungan iki P
4 HIJAU pengesc Ja pengelolaan terhadap dengan . ; p 1gan. pEISnEboen COCERERI
kebersihan terkait abmral it palalanasn SK/Surat Penugasan dari | Penugasan dari e Dibuktikan  dengan dokumen dari Kepala
desa kebersihan desh kegiatan Penugasan dari Kepala Desa Kepala Desa SK/Surat Penugasan Desa
lingkungan kebersihan dan Kepala Desa untuk tahun T- | untuk tahun T- | dari Kepala Desa yang
pengelol 2 atau T-1 2 dan T-1 telah ditandatangani/
lingkungan disahkan baik
: elektronik maupun ttd
basah.
Pelaksanaan
kegiatan kerja Kegiatan gotong 43 ;
bakti atau gotong royong * E::lga — frel;g:::gx
' oy oélegs::zsﬁikat Kegiatan gotong | Kegiatan gotong dﬁ:ﬁz;.;lh]an royong kebersihan Observasi
Kegiatan. gotong kegiatan kerja menjaga » xl')oym:lf K xi)oyophg secara rutin dgsa. . lapangan, .
5 | Hwau |Tovone bakti dilakukan - kebersihan i KEDErSINAN | iimal 1 kali [ Dibuktikan = dengan | wawancara | dokumentasi
kebersihan : . dilaksanakan dilaksanakan dokumentasi dan kegiatan
secara rutin lingkungan T . inimal ; dalam 1 bulan ; z ;
desa permukiman, minim lfah mllmm 1 kali deirs wrelibatian kegatm, jadwal | pemeriksaan
fasilitas umum, dalam 3 bulan | dalam 1 bulan partisipasi llzegatm, atau laporan dokumen
dan ruang publik masyarakat egintan gotong
desa secara secara luas royong.

berkala.




o g « PARAMETER SUB  DEFINIST PARAMETER METODE | SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | nppnjyalAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - . 5 EFIERANGAR | vERIFIRAS DATA
e Pilih kondisi
ketersediaan sarana
; ilahan sampah di
Tersedianya wadah L
tingkat rumah tangga
. atau tempat ; i o
melkan | Sarana | empahterpisan | o tangga | Hampir selurun | S0 fasilites umum
Pemilahan ilah. Pemilah untuk sampah 'likigg 'lik'gg rumah tangga ; k Gty o b ; Kkondisi
6 HIJAU sampeh rumah pemilahan emilahan organik dan memi memiliki sheriilil e Dibukti _ dengan observasi ondisi
tangga sampgh Sampah anorganik di tempat sampah | tempat sampah tempat sampah dokumentasi tempat lapangan rumah tangga
organik dan Rumah rumah tangga atau terpxsfh (< terplsa}t (50% - terpisah (>80%) sampa_h terpilah
anorganik Tangga fasilitas umum 50%) 80%) (organik dan
dasa anorganik) di
i lingkungan
permukiman atau
fasilitas umum desa;
p Pilih tingkat praktik
K tan i g
merfl?:nhkan pemxlah‘an sampah
masyarakat RAEpEY GRgRl Sebagian Mayoritas Sebagian Leaar fna:s%rag:lictu é{:nsa A
melakukan Praktik AR Mo masyarakat masyarakat TeNakat e Dibuktik d'
Pemilahan 2 p yang dilakukan Y Y secara e B Observasi .
pemilahan Pemilahan . melakukan melakukan » dokumentasi praktik dokumentasi
7 HIJAU sampah rumah oleh masyarakat di ; " konsisten 5 lapangan, dan "
sampah Sampah oleh . pemilahan pemilahan pemilahan sampah kegiatan
tangga i tingkat rumah melakukan wawancara
organik dan Masyarakat tangga sebelum sampah (< sampah (50% - pemilahan oleh masyarakat dan
anorganik sampah dibuang 50%) 80%) sampeh (>80%) kondisi _tempat
atau dikelola lebih s_ampah terpilah di
lanjut. hngkun_gan
permukiman.
Kegiatan e Pilih tingkat
sosialisasi atau SR C— pelaksanaan kegiatan
penyuluhan yang Sosialisasi il sosialisasi atau
masyarakat dilakukan oleh Sosialisasi pemilahan psamp ah edukasi  pemilahan
Pemilahan | melakukan | Edukasiden | PEERRERLERR | BCEER | dlakikan | dlakuken | SRS, kepeds
8 HIJAU g pemilahan Sosialisasi ag pah secara rutin Ay R : pemeriksaan | dokumentasi
sampah rumah . masyarakat untuk dilakukan secara berkala s . |» Dibuktikan  dengan .
sampah Pemilahan : P ; . | (minimal sekali . dokumen kegiatan
tangga ; meningkatkan minimal 1 kali | setahun sekali melampirkan
organik dan Sampah S . | dalam setahun) 2 :
sagEsanilk kesadaran dalam 2 tahun | (minimal 2 kali Jaii inelibatlaan, dokumentasi kegiatan
g masyarakat dalam terakhir dalam 2 tahun remrymsns sosialisasi atau
melakukan terakhir) 1{1 o penyuluhan, dan
pemilahan notulen atau laporan
sampah. kegiatan;




L PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER , METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | opnjAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - 2 - EPTERARGAR | vmsoreAm DATA
Terdapat TPS
Tersedi dan fasilitas
£ eli'ls.fa 1ariya ) — pengelolaan |e Pilih jenis sarana
terdapat TPS, e — ::r;n: aa:u Terdapat o I;.t sampah seperti | pengelolaan sampah
Sistem bank sampah, Sarsna A akaxf un%uk Tempat pen, elFo, - Bank Sampah, | yang tersedia di desa. P
9 HIJAU engelolaan atau sistem 8u Penampungan 8 TPS 3R, TPST, [e Dibuktikan dengan observasi e
peng Pengelolaan mengumpulkan p sampah & fasilitas desa
sampah desa pengelolaan g it Sementara b I serta sistem dokumentasi  lokasi
Sampah Desa atau mengelola erupa Bank lol s
sampah sampah di tingkat (TPS) Semanak pengelolaan TPS atau fasilitas
D e p sampah pengelolaan sampah.
terintegrasi
sudah berjalan
e Pilih kondisi
kelembagaan
Terdapat
Adanya kelompok Kelompok Terdapat Kelompok g:l;agelola sampekh
terdapat TPS, atau organisasi Pengelola Kelompok Pengelola L Dibuictikan F— SK
Sistem bank sampah, Kelembagaan masyarakat yang Sampah Pengelola Sampah dilcamentis & Pemeriksaan Pin bt
10 HIJAU pengelolaan atau sistem Pengelolaan bertanggung jawab Berbasis Sampah yang dokumen dan
: Berbadan kelompok  pengelola / dokumen
sampah desa pengelolaan Sampah Desa terhadap Masyarakat Ditetapkan oleh wawancara s
: Hukum atau sampah, atau SK atau kegiatan
sampah pengelolaan (Informal, Pemerintah Aleta Netarin il
sampah desa belum memiliki Desa e w—r—
IR ] kelompok pengelola
sampabh.
Kegiatan 5o
1 Sampah dipilah
sﬂi’ﬁiﬁ’ yang el e o |e Pilin tingkat
terdapat TPS, Pelaksanaan n?::k;:i:to;zl;a dikumpulkan | Sampah dipilah melalui g:i?;?ﬁf;nan t‘ﬁgx
Sistem bank sampah, Pengelolaan Y seperti pada tempat oleh kegiatan - Yy R S— P ——
11 HIJAU pengelolaan atau sistem atau pemanfaatan penampungan masyarakat pengo}ahan e Dibuktil dengan lapangan kegiatan dess
sampah desa pengelolaan Pemanfaatan . A p——— Y atau titik sebelum seperti bank dolnumentast kewdatan
sampah Sampah e: m lgxlan : pengumpulan dikumpullcn sampah, atau hasil pen ogllahan
pengump : sampah desa komposting, peng
sampah anorganik, sampah.
; atau daur
atau kegiatan bank ulang
sampah
Kegiatan . Kegiatan daur Kegiatan daur
Proarani ;g:ig?:r: S _ pengolahan Ifjgln agte;:;rdnzl;:' ulang ulang e Pilih tingkat _ )
12 HIJAU gr =B lerk ehéd Kegiatan daur | kembali sampah dfialeaiar olek dilaksanakan dilakukan pelaksanaan kegiatan observasi dokumentasi
pengurang 8 ulang sampah | anorganik menjadi e lebih dari satu secara rutin daur ulang sampah di lapangan kegiatan desa
sampah pemanfaatan masyarakat ”
B produk yang dapat dalam 2 tahun kali atau dan desa.
P digunakan kembali dilaksanakan menghasilkan




METODE

SUMBER

) PARAMETER SUB ~_ DEFINISI PARAMETER ' :
NO | PILAR | INDIKATOR | ppyjLAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - — < KETERANGAN | vERIPIRASI | DATA
atau memiliki nilai terakhir (T-1 secara produk yang e Dibuktikan dengan
guna bagi dan T-2) terorganisir dimanfaatkan | dokumentasi kegiatan
masyarakat, oleh kelompok masyarakat atau produk hasil
seperti kerajinan masyarakat dalam 2 tahun | daur ulang.
dari plastik bekas, dalam 2 tahun terakhir (T-1
pemanfaatan botol terakhir (T-1 dan T-2)
plastik, dan T-2)
pemanfaatan
kemasan bekas,
atau bentuk daur
ulang lainnya.
Pemanfaatan
sampah
organik
Pemanfaatan dilakukan
Pemanfaatan sampah secara e Pilih tingkat
terdbont Kegiatan sampah organik terorganisasi pemanfaatan sampah
Program ke iafan daur Pemanfaatan pengolahan organik pernah | dilakukan oleh dan hasilnya organik di desa.

13 HIJAU gr lg at Sampah sampah organik dilakukan oleh kelompok dimanfaatkan |e Dibuktikan  dengan observasi dokumentasi
pengurangan ulang f word o p ik menjadi kompos masyarakat masyarakat untuk kegiatan | dokumentasi kegiatan lapangan kegiatan desa
sampah pema:haatan SRR atau produk lain dalam 2 tahun | atau kelompok pertanian, pengeolahan  kompos

e yang bermanfaat terakhir (T-1 tani dalam 2 penghijauan, atau pemanfaatan
dan T-2) tahun terakhir atau kegiatan sampah organik.
(T-1 dan T-2) produktif
lainnya dalam 2
tahun terakhir
(T-1 dan T-2)
e Pilih kondisi
ketersediaan tempat
Ketersediaan sampah pada fasilitas
fasilitas tempat Terdapat Terdapat umum desa (meliputi:
tersedia tempat  sampeh yang Terdapat tempat sampah | tempat sampah | Pelai desa, .
Sarana tempat | sampah pada ditempatican pada | tempat samipah pada sebagian pada hampir | Puskesmas/posyandu observasi dokumentasi
14 HIJAU - - fasilitas umum pada sebagian o , tempat ibadah, fasilitas
sampah fasilitas umum s sxolesly Familitom viees besar fasilitas seluruh kilah lapangan d
desa umum desa (50 | fasilitas umum | S€¥°:a0, taman/ruang e
mendukung desa (< 50%) ublik desa asar
” : - 80%) desa (>80%) | P R
ebersihan desa)
lingkungan e Dibuktikan  dengan
dokumentasi  lokasi

fasilitas umum yang




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER ; METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppNIAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - . - KETERANGAN | ypRIFIKASI | DATA
memiliki tempat
sampah.
Kegiatan « Pilih tingkat
Pelaksanaan Kegiatan p ena:)rlﬁxzan pelaksanaan
kegiatan Kegiatan penanaman dill:a hntess kegiatan
penanaman pohon penanaman pohon SEEETG Pl penghijauan desa.
Proprdis terdapat atau tanaman pohon pernah dilakukan melibatkan’ ¢ Dibuktikan dengan Observasi
15 HIJAU engghi'auan kegiatan ) penghijauan di dilakukan di secara berkala - dokumentasi lapangan dan | dokumentasi
gesa J penanaman wilayah desa yang wilayah desa pada beberapa lua}; eens kegiatan penanaman | pemeriksaan | kegiatan desa
pohon dilakukan oleh dalam 2 tahun lokasi desa P sel’aar di pohon atau kondisi dokumen
pemerintah desa terakhir (T-1 dalam 2 tahun A lingkungan desa
bersama dan T-2) terakhir (T-1 ag an, memiliki
desa dalam 2 yang
masyarakat dan T-2) Sahun baraldils tanaman
(T-1 dan T-2) penghijauan
Keberadaan area Terdapat ruang i s 2
ruang terbuka Terdapat ruang terbuka hijau i ll:gg:lrse diaad k::::::l
yang ditanami terbuka hijau atau taman i g
tasi at Terdapat ruang t d terbuka hijau desa.
dapat taman e terbuka hijau - —— csa yang ¢ Dibuktikan dengan .
R terbuka | teraapa tanaman desa pada tertata, terawat 8 observasi Dokumentasi
16 HIJAU uang atau ruang - P atau taman g 2 ’ dokumentasi lokasi o
hijau desa hidan desn penghijauan dan Bensmade niu beberapa lokasi dan sash ¢ lapangan fasilitas desa
J dimanfaatkan lsk sl dan dimanfaatkan his - gau ruarrtxg
sebagai ruang dimanfaatkan secara aktif YEU P t'::sa e
publik masyarakat masyarakat oleh ple 1}r:an i anarlly?
desa masyarakat O
Penataan rumah * Pilih kondisi
dan bangunan di Hampir seluruh i:ii:liatg;ﬁn nantag
lingkungan o Sebagian besar permukiman lingkun angu AL
Penataan lingkungan Keteraturan permukiman desa famns bangunan di desa tertata ermukigman - - ansean zlan Kondisi
17 ELOK permukiman permukiman tata letak tersusun secara gu lingkungan rapi dan pe " pang lingkungan
3 - belum tertata ; e e Dibuktikan dengan | pemeriksaan .
desa tertata dan rapi | bangunan teratur dan tidak Fovan Balts permukiman memiliki pola b - delciaentant permukiman
menimbulkan 8 tertata dan rapi | penataan yang gleiertvii?l e:ifaaingx -
kesan kumuh atau jelas dokumenfasi Kkondisi
semrawut

permukiman desa.




, PARAMETER SUB ~ DEFINISI PARAMET ER ‘ ~ METODE
NO | PILAR | INDIKATOR | ppnpslAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - —— - KETERANGAN | ypRiFIKASI |  DATA
Kondisi halaman - -
e Pilih kondisi
I:rrzlaatg Ygfﬁ yang Sebagian besar e asiuisi kerapian  halaman
Penat lingkun, Kerapian di enu,hi baran Sebagian kecil | rumah memiliki rumapil memiliki rumah warga. observasi Kondisi
e ng gan p b 8 rumah memiliki | halaman yang e Dibuktikan dengan | lapangan dan :
18 ELOK permukiman permukiman _ Halaman beka§,' dan halaman yang tertata dan halaman yang observasi lapangan | pemerik hngkquan
desa tertata dan rapi | Rumah memiliki tanaman tertata (< 50%) cukup bersih tertata dan olels i penilsl dan dokumen“talmsli permukiman
atau elemen bersih (> 80%) : =
(50 - 80%) dokumentasi kondisi
e kiman desa
lingkungan permninmn :
e Pilih kondisi
; kebersihan
Kondisi lingkungan Igrril;ug ri?n lingkungan
permukiman desa Lingkungan sin t bersih permukiman desa.
yang bersih dari permukiman Lingkungan gg dak ’ | e Penilaian
: sampah rumah masih permukiman . memperhatikan i
19 ELOK g;:;;s;hz‘g lingkungan ) tangga, limbah, ditemukan relatif bersih d.lst:gmakﬁn kondisi jalan Observasi linlgl):xim
ldgm bebas sampah atau kotoran yang sampah dan hanya T al?an dap lingkungan, lapangan rmuld;‘na:n
FEPEERnE mengganggu berserakan ditemukan < halaman rumah pe
> s kondisi
estetika dan pada beberapa | sedikit sampah lingkungan warga, saluran
kesehatan lokasi teri g drainase, dan
" rjaga dengan o .
lingkungan Yedie fasilitas umum di
lingkungan
permukiman
e Pilih kondisi
penataan  fasilitas
Kondisi fasilitas " ; umum desa.
umum desa yang s;bagan Sebagian besar Haxp_p i e Penilaian
- ; : fasilitas umum o fasilitas umum ; s
P fasilitas umum tertata rapi, bersih, p—— fasilitas umum & e memperhatikan " Kondisi
enataan . esa belum esa tertata < Observasi .=
20 ELOK fasili tertata dan - dan terpelihara desa tertata : ; kebersihan, fasilitas
asilitas umum N : tertata atau : rapi, bersih, . - lapangan
erpelihara serta dapat kurang dan terpelihara dan terpelihara kerapian, kondisi umum desa
dimanfaatkan oleh terpelihara dengan baik dengan baik bangunan, dan
masyarakat P pemanfaatan
fasilitas umum oleh
masyarakat
Kondisi lingkungan - Kantor dan e Pilih kondisi balai
kantor dan din bengunen Koncist Kantor | Kantor dan balai desa Paal Kondisi
21 ELOK Kondisi kantor balai desa ) kantor dan balai kurang bersih balai desa sangat bersih, e Penilaian Observasi Sk G
dan balai desa bersih dan desa yang bersih, atau kurang cukup bersih rapi, 'dan memperhatikan lapangan tseiled des
tertata rapi, dan tertata dan tertata terpehhare_a kebersihan
terpelihara serta dengan baik lingkungan _kantor,




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER 4 METODE SUMBER

NO | PILAR | INDIKATOR | 'ppnmalAN | INDIKATOR | OPERASIONAL ~ . 5 BETERANGAN | vRRIVINASI | DATA

mendukung kerapian ruang
aktivitas kantor, kondisi
pemerintahan dan bangunan, dan
pelayanan penataan  fasilitas
masyarakat pelayanan
N e Pilih kondisi
» aeugan A6sd » pian | pemstasn e |
5 jalan : . alan ngkungan ngan desa. observasi g s
F_’enataan jalan lingkungan yang bersih, rapi, . Jalan lingkungan tertata rapi dan | s Dibuktikan dengan | lapangan dan Kpndlsx jalan
22 ELOK lingkungan : - dan bebas dari lingkungan ) : lingkungan
desa bersih dan cukup tertata mendukung observasi lapangan | pemeriksaan
desa X hambatan yang kurang tertata g . Pk : desa
rapi mengganggu akses dan bersih k?nyamanan oleh tim penilai dan | dokumentasi
masyarakat lingkungan dokumentasi kondisi
permukiman desa.
e Pilih kondisi
Te;g%ﬁit a’:‘; ing keberadaan taman
Keberadaan ruang | Terdapat ruang Terg%ﬁitﬁing taman desa dfxﬁik L Tanes
T d o terbuka atau publik atau ?aman o yang tertata . g il .

23 ELOK ;iman = aiau ?uan ) taman desa yang taman desa ————— rapi, on axarl_ll tik Observasi Dokumentasi
- att)xmx;uang ublik desga dimanfaatkan namun belum y gdan terpelihara, dan lx?en;pe:r - ant lapangan fasilitas desa
pu p sebagai ruang tertata dengan Aisrantantig dimanfaatkan kog 1s;h pena ilan’

publik masyarakat baik secara aktif ——r Al
masyarakat dleh pemanfaatan ruang
publik oleh
masyarakat masyarakat

e Pilih kondisi
Terdapat keberadaan gapura

Keberadaan ’ :
tesdapet i bangunan atau Tidak terdapat Terdapat ggurtii;:: g::z atau identitas

04 ELOK Gasira dvia aet;uaﬁiengt‘iit};s ) penanda yang gapura atau gapura atau y fa i e P 11 ; Observasi Dokumentasi

prra i menunjukkan penanda penanda " elihgr’a dani o axax;l tik lapangan fasilitas desa
= identitas dan batas | identitas desa identitas desa b i - Y
wilayah desa xpencc'zrmmka.n keberadaan, kondisi,
identitas desa dan penataan

gapura desa




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | LpnN;iAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - - KETERANGAN | yERIFIKASI | DATA
Terdapat papan | e Pilih kondisi
informasi desa ketersediaan papan
Keberadann papas yang Fertata informasi desa.
informasi yang _ ’Il‘erdapat papan _ rapi dan ¢ Penilaian ‘
Papan tersedia papan digunakan untuk Tidak terdapat informasi desa d1manfaatk9n memperhatikan Observasi Dokumentasi
25 ELOK inf idess | infamman deia - Sl papan namun belum secara aktif keberadaan papan lapangan fanilitas dese
ionman inf r)t’n pk d informasi desa | dimanfaatkan untuk informasi, penataan,
i;:a:ya?asllca: g:‘s: secara optimal mepyampaﬂ;an dan
informasi pemanfaatannya
kepada untuk penyampaian
masyarakat informasi desa
¢ Pilih tingkat
keberadaan dan
keaktifan kelompok
Keberadaan dan Terdapat seni budaya desa.
keaktifan kelompok seni | ¢ Kelompok seni
kelompok seni Terdapat . Terdapat . budaya desa budays desa bisa
budaya desa, kclosipaleaen | leclompole nond yang aktif berupa: sanggar seni
p : budaya desa, budaya desa, ] pa: 88 . Observasi
terdapat BEPETE Aanggar tetapi tidak namun Bl desa; kelompok tari lapangan dan .
Kegiatan seni : seni, kelompok g : 3 latihan, tradisional; . Dokumentasi
26 LESTARI kelompok seni - F . aktif atau tidak kegiatannya " i pemeriksaan ;
budaya desa bl de tari, musik aila \osataas il Aarlsta pembinaan, kelompok musik Acitaimenton kegiatan desa
e tradisional, teater dal Zgltahun dslam 2 tahun atau kegiatan tradisional, hadrah, Tasplecie
rakyat, atau terakhir (T-1 | terakhir (T-1 seni budaya gambus, ~ rebana, &
kelompok budaya dan T-2) dan T-2) dalam 2 tahun atau karawitan;
lainnya yang aktif d d terakhir (T-1 kelompok teater
di desa dan T-2). rakyat atau drama
tradisional; atau
kelompok  pencek
silat tradisional.
e Pilih tingkat
: pelaksanaan
Kegiatan adat K:g it‘:‘:;:g?t Kegiatan adat kegiatan adat desa
Penyelenggaraan atau tradisi dilaksamalan atau tradisi s Yang dimaksud Observisl
dapat kegiatan adat atau jarang secara berkala dilaksanakan dengan pelaksanaan T——
Pela‘ksanaan YR S tradisi yang dilaksanakan d libatkan secara rutin kegiatan adat desa P g.k Dokumentasi
27 LESTARI | kegiatan adat kegintan gd.at . menjadi bagian atau tidak rutin . a!icat dan melibatkan adalah pelaksanaan geﬁuen sat:q kegiatan desa
desa atau tradisi dari budaya lokal dalam 2 tahun dt:asﬁzrlam 9 masyarakat adat/tradisi  yang ok r?lign o
masyarakat desa terakhir (T-1 t ahsa seralkhi desa secara bersifat turun- cgla
dan T-2) g ey g luas temurun dan
(T3 den T3} memiliki makna

sosial atau simbolik.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppnjiAlAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - . - KETERANGAN | yERIFIRASI | DATA
e Pilih tingkat upaya
Upaya Pelestarian pelestarian budaya
clestariun Terdapat budaya lokal lokal di desa.
Upaya pemerintah bI:l davn okel program atau didukung e Pelestarian Budaya
desa dalam masi}alyterbatas kegiatan secara aktif dan Lokal, yang
; terdapat upaya ﬁ:ﬁma da_s licelum blx).tct;z.;t:ﬁallcr;l beﬂrfé?:l{tuitan ﬁ:'rlx;l;sud ket;?al:::: P ik
28 LESTARI Pelestarian menjaga nilai - budaya lokal didu e yang didukung program, seremonial tetapi CERGELRNRR APBDes
budaya lokal Iy : secara jelas . ’ dokumen
udaya melalui program, dalam program oleh kegiatan, dan segala upaya yang
kegiatan, dan atau kegiatan pemerintah dukungan dilakukan desa dan
dukungan s Aainns & desa dalam 2 anggaran desa masyarakat untuk
anggaran desa. Salliai tmvealid tahun terakhir | dalam 2 tahun menjaga, merawat,
(-1 dan T-2) (T-1 atau T-2) terakhir (T-1 meneruskan, dan
dan T-2) menghidupkan nilai-
nilai budaya lokal.
e Pilih tingkat
Pemuda desa keterlibatan generasi
terlibat secara muda dalam
Pemuda desa Pemuda desa alctit daty kegiatan adat dan
Partisipasi pemuda pernah terlibat terlibat secara berkelanjutan budaya desa. Observasi
At b lisaci desa dalam dalam kegiatan | berkala dalam aita ettt | * Keterlibatan dapat lapangan,
Keterlibatan szlmu ; o t & Kk i " dat adat dan kegiatan adat ctiry Sl berupa wawancara Dokumentasi
29 RO generasi muda bu;;na gt ) s:ﬁa;szi &a " budaya desa dan budaya lfegiat o, ki keikutsertaan dan kegiatan desa
y lokai Y dalam 2 tahun desa dalam 2 din budava sebagai peserta, | pemeriksaan
terakhir (T-1 tahun terakhir 4 pelaksana, dokumentasi
dan T-2) -1 danTeg) | JSfsedaiamd duku iti
S tahun terakhir PEBSURIOE. panitn,
(T-1 dan T-2) atau penggerak

kegiatan adat dan
budaya desa.




NO

| INDIKATOR

 PARAMETER

SUB

| INDIKATOR

DEFINISI

- OPERASIONAL

PARAMETER

- KETERANGAN

'METODE

SUMBER
DATA

30

LESTARI

Festival atau
event budaya
desa

Terdapat
kegiatan
festival atau
event budaya
desa

Penyelenggaraan
kegiatan festival
atau event budaya
yang menampilkan
seni, tradisi, adat,
atau ekspresi
budaya lokal desa
dan melibatkan
masyarakat desa

Festival atau
event budaya
desa pernah
dilaksanakan
dalam 2 tahun
terakhir (T-1
atau T-2)

Festival atau
event budaya
desa
dilaksanakan
lebih dari 1 kali
dalam 2 tahun
terakhir (T-1
dan T-2) atau
dilaksanakan
secara berkala

Festival atau
event budaya
desa
dilaksanakan
secara rutin,
menjadi agenda
budaya desa,
dan
memperoleh
dukungan atau
kontribusi
nyata dari
Pemerintah
Daerah dalam 2
tahun terakhir
(T-1 dan T-2).

Pilih

tingkat
penyelenggaraan
festival atau event
budaya desa.
Festival atau event
budaya desa dapat
berupa  pagelaran
seni tradisional,
perayaan adat,
pameran  budaya,
atau kegiatan
budaya lain yang
diselenggarakan
oleh pemerintah
desa dan/atau
masyarakat.

Untuk parameter 3,
dukungan atau
kontribusi nyata
dari Pemerintah
Daerah dapat
berupa fasilitasi
kegiatan, dukungan
anggaran, promosi,
pembinaan, atau
keterlibatan
perangkat
terkait.
Dibuktikan dengan
dokumentasi
kegiatan, undangan,
susunan acara,
laporan  kegiatan,
atau bukti
dukungan
Pemerintah Daerah.

daerah

Observasi
lapangan dan
pemeriksaan
dokumentasi

Dokumentasi
kegiatan desa
dan dokumen
dukungan
Pemerintah
Daerah




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIRKATOR | pbrnyajAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - : = RETERANCAN. | veroicas) DATA
e Pilih tingkat
Terdapat pos keberadaan dan
Keberadaan dan ronda atau pelaksanaan sistem
pelaksanaan sarana keamanan
sistem keamanan pendukung lingkungan di desa.
lingkungan di desa T:;sgzaattggs T:;ggzﬁtgﬁs keamanan e Penilaian
; yang ditunjukkan lingkungan, memperhatikan
Terdapat sistem sarana sarana .
B dengan adanya pos endukung endbaileas jadwal ronda keberadaan pos
T T—— ronda atau sarana I;(eamanan l;ceamanang yang ronda atau sarana Dokumentasi
Sistem grung pendukung : ; ditetapkan atau pendukung Observasi kegiatan desa,
yang didukung : lingkungan, lingkungan, " A : ;
a1 AMAN keamanan pliasirips } keamanan, jadwal i o el iadwal ronda disepakati, SOP keamanan, jadwal | lapangan dan | jadwal ronda,
lingkungan vty at;.lran ronda yang didukung SOP g.ng ditetapkan | 284 pedoman ronda yang | pemeriksaan dan
(siskamling) peng ? ditetapkan atau » 8 » [ Y : piar pelaksanaan ditetapkan atau | dokumentasi | SOP/pedoma
SOP, dan disepakati. SOP jadwal ronda, | atau disepakati, iskcamlin . ; A g
R s sepakati, . sattii SOP atan siskamling, disepakati n siskamling
p atroll desa atau pedoman | —— pedoman serta masyarakat, SOP
p ' pelaksanaan peat oli d lak pelaksanaan atau pedoman
siskamling, serta e e patroli desa pelaksanaan
? ) ang jelas. siskamling. \ ; ;
patroli atau ronda y yang berjalan siskamling, serta
lingkungan yang dan ) patroli desa yang
terdokumentasi. terdokumentasi dibuktikan dengan
dokumentasi
kegiatan.
gé’:aygf:me"mah * Pilih tingkat
masvaralat ddl Terbentuk pelaksanaan
Y Terbentuk forum rembug mekanisme
mencegah, Terbentuk : =
Terdapat R forum rembug desa, tersedia penanganan konflik
P memediasi, dan forum rembug o g il abnial dl deas Dokumen
i e menyelesaikan desa sebagai : gan y . : Wawancara | forum rembug
Penanganan peniyelessian konflik sosial wadah tetacdin anggaran, dan | e Dibuktikan dengan dan desa
a8 ANAR konflikg sosial konflik ) melalui forum musyawarah dukungan re_ambug desa dokumen pemeriksaan | APBDes ‘dan
masyarakat rembug desa yang penyelesaian anggaran dilaksanalkan pembentukan dokumentasi dokume’ntasi
melalui rembug ; ; untuk secara rutin forum, dokumen :
didukung masalah sosial . s kegiatan
desa pelaksanaan paling sedikit 1 anggaran, dan
kelembagaan, masyarakat. g ;
primn e L rembug desa. (satu) kali dokumentasi
peli‘icsanéan dalam 3 bulan. pelaksanaan rembug
desa.

secara berkala,




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppnjiAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - 5 - KETERANGAN | ypRiFIRASI | DATA
Keberadaan dasar * Pilih jenis regulasi
hukum, atau produk hukum
Legalitas dan | keputusan, atau terkait pencegahan
komitmen kebijakan desa Surat penyalahgunaan
Pencegahan terdapat upaya d o 4 ; erdes /
esa dalam yang menjadi Keputusan/ Peraturan narkoba. pemeriksaan P
33 AMAN ‘p;err:zrall(zl;gunaa g:;l;:gihan pencegahan dasgr pelaksanaan Surat Edaran Kepala Desa Persbaan. Desa e Dibuktikan dengan dokumen li(: pal;;u:::a
penyalahguna | kegiatan Kepala Desa melampirkan Perdes P
an narkoba. | pencegahan atau Perkades atau
penyalahgunaan SK /SE Kepala Desa
narkoba. (pdf)
Pelak . lel::k tingkat
elaksanaan pelaksanaan
program atau program atau
kegiatan desa yang Terdapat Terdapat Pr(IJ{gr arr; s kegiatan
bertujuan kegiatan kegiatan pexfcg; :a;nan pencegahan narkoba
Program /kegi | mencegah sosialisasi atau | sosialisasi atau di desa. y
34 AMAN g:ﬁ;zlg:}l::unnaa ;zr::fgaath‘;flay a atan penyalahgunaan edukasi bahaya | edukasi bahaya dil:lt::ggfcan ¢ Dibuktikan dengan ;elznuenks?ian Dokumentasi
pencegahan | narkoba melalui narkoba di desa | narkoba di desa Ktif dokumentasi SR kegiatan desa
n narkoba nackoba narkoba sosialisasi, dalam 2 tahun | dalam 2 tahun sgzi‘llzlanjut(:;n kegiatan,  laporan s
edukasi, terakhir (T-1 terakhir (T-1 i i
kampanye, atau atau T—g ‘ dan ’I‘-2r)[t 3 ,;,F('))l g xﬁiﬁa::xau S
bentuk Lfegiatan ) program desa, dan
P4GN lainnya. RKPDes untuk
Tahun berjalan (T0).
Terdapat tim, - :
Keberadaan tim, relawap,t atat‘; ’ llzlel:)}::radaan tm%l::
relawan, penggiat Terdapat tim, r;:enkggtl)a - keaktifan tim,
anti narkoba, atau Belum terdapat relawan, atau - 01 aTy ang relawan, atau
kelembagaan desa " penggiat anti penggiat anti Observasi
Pencegahan terdapat upaya | Kelembagaan tim, relawan, laksanakan ; 3
35 AMAN penyatlg — pencg’ calk arr)z Y /relawa?xganti yang mendukung atau penggiat n_arkoba yang mekegsi:?an narkoba di desa. lapangan dan | Dokumentasi
pelaksanaan : . dibentuk atau e Dibuktikan dengan | pemeriksaan | kegiatan desa
n narkoba narkoba narkoba A anti narkoba di Siibatlan pencegahan SK daf ; iy .
exgllcc ahan ez, dalam kegiatan | P’ - d l’cu ta{ . s
pen algah naan dee;agl e ko i inentasx
g 1{ b gu ’ desa dalam 2 RS, &5
arkoba. saliiz teraicic keterangan

(T-1 dan T-2).

pemerintah desa.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | ppnNpaIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - 5 KETERANGAN | yERIFIRASI | DATA
Terdapat o ;
Terdapat Terdapat dukungan * gﬁll?un - antms?rkaj‘r:
Adanya dukungan dukungan dukungan anggaran atau fae 8 Kol a%orasi APBDes
pembiayaan dan anggaran atau anggaran atau kerja sama b fematiaituer dokumel:x
kerja sama dengan kerja sama kerja sama yang jelas BRI S na?koba loslatas
Pencegahan terdapat upaya Dukungan pihak terkait yang jelas yang jelas untuk kegiatan & desi Pemeriksaan e
; : ; surat kerja
36 AMAN penyalahgunaa | pencegahan anggaran dan | untuk pelaksanaan | untuk kegiatan | untuk kegiatan pencegahan « Dibuktikan dengan dokumen dan ey
n narkoba narkoba kolaborasi kegiatan pencegahan pencegahan penyalahgunaa APBD we g wawancara aeubl ) ,l A
pencegahan penyalahgunaa | penyalahgunaa | n narkoba pada ke tes, o t kme.n Sukusiven
penyalahgunaan n narkoba pada | n narkoba pada | tahun T-2, T-1, Epsnn, tsura begf' ihak tegkait
narkoba di desa. tahun T-2 atau | tahun T-2 dan dan TO (TO paemn sl p
| T-1 adalah tahun | dukungan  pihak
berjalan) TR
Keberadaan o
Kebijakan kebijakan, P D——
dan keputusan, atau perlindungan pay
; terdapat upaya komitmen komitmen resmi Surat
Perlindungan perlindungan desa dalam desa yang menjadi Keputusan/ Peraturan IR dan pemeriksaan perdes /
37 AMAN perempuan dan Peraturan Desa anak. keputusan
sl perempuan dan upaya dasar pelaksanaan Surat Edaran Kepala Desa o Dibuktikan d dokumen kevals dess
- anak perlindungan | upaya Kepala Desa mlelzmpirkan ;;E;g p
g s s atau Perkades atau
dan anak Perempuan dan
Eevite. SK / SE Kepala Desa
(pdf)
o Pilih tingkat
pelaksanaan
Terdapat program atau
Pelaksanaan program atau kegiatan yang
program atau T;Z?:Faﬁ T(?;:tp;lt kegiatan desa mendukung  Desa
; kegiatan desa yang sosialisasi atau | sosialisasi atau | Y28 reaponsif Ramah P_erempuaq
isilizdl terdapat upaya | Program/kegi | mendukung silvianl tectinit | edukasi teckait terhadap dan Peduli Anak di Pemeriksaan
SERER perlindungan atan responsif | perlindungan, ; ; perempuan dan desa. Dokumentasi
38 AMAN perempuan dan perlindungan perlindungan 7 - dokumen dan ;
perempuan dan perempuan | pemberdayaan, anak yang e Dibuktikan dengan kegiatan desa
anak e perempuan dan | perempuan dan ; . wawancara
anak dan anak partisipasi, dan dilaksanakan dokumentasi
pemenuhan hak anak dalam 2 ansk dalam 2 secara aktif dan kegiatan laporan
tahun terakhir | tahun terakhir . giatan, poran
perempuan dan (T-1 atau T-2) (T-1 dan T-2) berkelanjutan kegiatan, atau bukti
anak. ; ; (T-2, T-1, dan pelaksanaan
TO). program desa, dan

RKPDes untuk
Tahun berjalan (TO0).




‘ PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIRKATOR | "ppnijAlAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - 5 - BETERANGAN | vEmorikasi |  paTa
Terdapat
forum, kader, e Pilih tingkat
atau keberadaan dan
mekanisme keaktifan
Keberadaan forum, Terdapat pelibatan kelembagaan atau
kader, kelompok, Belum terdapat forum, kader, perempuan dan mekanisme
terdapat upaya | Kelembagaan atslllllx) mekanisme forum, kader, l?atgu agak l);ang aktif pelibatan » " "
Perlindungan ’ . pelibatan atau mekanisme an berperan perempuan an emeriksaan ’
39 AMAN perempua%x dan | P erhndungag dan pelibatan perempuan dan mekanisme pelibatan dalam anak di desa. dokumen dan 113 okug“: ’:;:s‘
anak pEICHpRan oaR | R erem;;lt:an/ & | anak dalam pelibatan perempuan mendukung e Dibuktikan dengan wawancara cga -
anak B kegiatan desa dan | perempuan dan | dan/atau anak terwujudnya SK, daftar
perlindungan anak di desa. dalam kegiatan Desa Ramah kader/forum,
sosial. desa. Perempuan dan dokumentasi
Peduli Anak. kegiatan, atau
dalam 2 tahun keterangan
terakhir (T-1 pemerintah desa.
dan T-2).
e Pilih jenis regulasi
. Keberadaan atau produk hukum
Kelgjaankan kebijakan, terkait upaya
; keputusan, atau kesiapsiagaan
terdapat komitmen PP — Surat . ' w68
40 AMAN Kesiapsiagaan kesiapsiagagn desa dalam gg;‘:;’z;g m:rt:_;a di Keputusan/ Peraturan Perituinn Desa bencihna. P pemeriksaan k;e);utu se(n
bencana desa menghadapi upaya Aaser telileastaan Surat Edaran Kepala Desa s Dillrilbilss i dokumen i g il
kesiapsiagaan peiaxaa Kepala Desa ) SIS P
bencana p dani upayakesiapsiagaa melampirkan Perdes
mgﬁl;:n:pl n menghadapi atau Perkades atau
bencana. SK / SE Kepala Desa
(pdf)
Program Femerintah ’ Plel:'::lncanaan s
: A Pemerintah Pemerintah Desa sudah it
Integrasi kesiapsiagaan Néka-audah o — menuangkan kesiapsiagaan
Pragenn. bgncana menuangkan menuangkan program bgncang desa. RPJMDes,
terdapat kesiapsiagaan | dimasukkan —. . kesiapsiagaan | ° Dibuktikan dengan ) RKPDes, atau
41 AMAN Kesiapsiagaan | kesiapsiagaan bencana (s;:ara (si;isl;e;mans kesiapsiagaan kesiapsiagaan | bencana dalam melanll)pirkan p edmg:k e dokumen
bencana desa menghadapi dalam am do mgn beticans dalam | bencana dalem RPJMDes dan RPJMDes dan okumen perencanaan
bencana dakumen perencanaan dan | ppjMDes dan | RPJMDesdan | RKPDes tahun | RKPDes yang sudah desa
perencanaan | pengmuggAran RKPDes tahun | RKPDes tahun | T-1,T-2,dan | 9i-highlight di
desa peztbangunan T-latauT-2. | T-ldanT-2. | TO(TOadalah | Pagian  program
desa. tahun berjalan) kesiapsiagaan

bencana desa.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppNiIAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - - KETERANGAN | yERIFIKASI | DATA
Keberadaan forum
atau tim relawan
kebencanaan desa Terdapat forum | e Pilih tingkat
yang berfungsi atau tim keberadaan dan
mendukung Terc::::ttf:nrum relawan keaktifan forum atau
kesiapsiagaan, Belum terdapat e i kesiapsiagaan tim relawan
terdapat tanggap darurat, forum atau tim A bencana yang kesiapsiagaan ]
42 AMAN Kesiapsiagaan kesiapsiagaan lfe e;f:l:i?ii?x dan edukasi relawan l;:i‘:ﬁ;ag:na: aktif bencana di desa. gﬁﬁ:ﬁn Dokumentasi
bencana desa menghadapi begcarfa kebencanaan. kesiapsiagaan dibasiuk alsk melaksanakan | e Dibuktikan dengan S——— kegiatan desa
bencana Salah satu bencana yang Eauivitat. kegiatan SK, daftar anggota,
indikator Destana aktif di desa. P i kesiapsiagaan dokumentasi
adalah adanya masveonlat di desa dalam 2 kegiatan, atau
Forum PRB dan 4 ' tahun terakhir keterangan
Tim Relawan PB (T-1 dan T-2). pemerintah desa.
Desa/Kelurahan
yang aktif.
Terdapat
Terdapat Terdapat kegiatan - ;
kegiatan kegiatan sosialisasi atau | * Plhlgk tingkat
sosialisasi atau | sosialisasi atau edukasi ﬁc : tsanaan
edukasi edukasi kebencanaan i t
Pelaksanaan kebencanaan kebencanaan atau kegiatan z: namsﬂ(aas =
terdapat Kegiatan sosialisasi, atau kegiatan atau kegiatan pelatihan, kelr))encanaan d&i | Pemeriisaan
43 AMAN Kesiapsiagaan kesiapsiagaan peningkatan | edukasi, pelatihan, pelatihan, pelatihan, simulasi, atau dese doleomias dais Dokumentasi
bencana desa menghadapi kapasitas dan | atau simulasi simulasi, atau simulasi, atau peningkatan « Dib ktzk d kegiatan desa
bencana simulasi kebencanaan bagi peningkatan peningkatan kapasitas P lk‘:x iy Orogen | Wawencara
masyarakat desa. kapasitas kapasitas kebencanaan di ko . rtnentasll
kebencanaan di | kebencanaan di desa secara elgm;n, ago;an
desa dalam 2 desa dalam 2 aktif dan pelakhan, BERE
tahun terakhir | tahun terakhir berkelanjutan h.adlr, ran bukti
(T-1 atau T-2). | (T-1danT-2). | (T-2, T-1, dan simulasi.
TO).
e Pilih tingkatan
Behaiadans Ada Pelaksana, | Ada Pelaksana, penetapan e
anggota atau Ada Pelaksana, dnn divevesionn, | dun distack
Kelembagaan terdapat personel yang namun tidak Wk Gt apaean crapan anggota/personel ; .
8 . . » dengan SK dari | dengan SK dari Linmas. pemeriksaan SK dari
44 AMAN keamanan desa | kelembagaan - ditetapkan sebagai ditetapkan K . ”
; . 4 ; epala Desa Kepala Desa e Dibuktikan dengan dokumen Kepala Desa
(Linmas) keamanan desa bagian dari dengan SK dari tak tahun T tuk tahun T &
kelembagaan Kepala Desa un2u el R o Surat  Keputusan
Fasiapaingrg Y atau T-1 2 danT-1 dari Kepala Desa
yang telah




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE
NO | PILAR | INDIKATOR | "ponjiAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - = KETERANGAN | YyERIFIKASI | DATA
ditandatangani/
disahkan.
Kemudahan
mendapatkan
informasi layanan
yang disediakan
melalui metode
sebagai berikut:1.
Manual, seperti:
tatap
muka/jemput ¢ Pilih jumlah metode
bola/noken/unit yang digunakan
pelayanan untuk memberikan
Pelayapan . . N ?{intllil:::t;:;%ti: le'g’ormasi Irl;formasi I;:formasi ;’naig:?;:le dial‘ay S " . -
Pelayanas admmxstragl ;muda an layanan ayanan ayanan ayanan s Dibuktiker dengan emeriksaan Dokumen
45 AMAN 'k d desa tersedia informasi mail/telp3. Media diperoleh diperoleh diperoleh dok - dokumen dan pelayanan
publiicdesa dan berjalan layanan go:{la.l :el;e.rti' melalui 1 dari 4 | melalui 2 dari 4 | melalui 3 atau la(;'al::uin e padda wawancara desa
dengan baik instagram /faceboo metode metode lebih metode masing-masing
k/whatsapp, dsb4. metode dan

Layanan Online
melalui

website /webaplika
si/aplikasi mobile
(android atau
ios)/Artificial
Intelligence (seperti
: berbagai
segmentasi
pengguna. chatbot)

dilampirkan secara
terpisah.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppnjjAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - = KETERANGAN | yERIFIRASI | DATA
Alat kerja yang
digunakan dalam
pelayanan
administrasi desa
untuk
memudahkan e Pilih jenis alat kerja
akses dan proses yang digunakan
layanan bagi untuk mendukung
masyarakat, baik pelaksanaan
secara manual, S —— Pelayanan Pelayanan pelayanan
Pelayanan elektronik, & dmir{istrasi administrasi administrasi administrasi desa. Pemeriksaan
Paliina administrasi alat kerja maupun digital. dbaa dialeilnt desa didukung de_sa sudah e Dibuktikan dengan dokumcn', Dokumen
46 AMAN blbi,k des. desa tersedia pendukung | Contoh e dengan didukung dokumentasi observasi pelayanan
s " dan berjalan pelayanan manual/non manual/non penggunaan dengan adanya kegiatan layanan | lapangan dan desa
dengan baik elektronik: tatap sleletronile perangkat suatu platform yang wawancara
muka/jemput bola. elektronik digital memperlihatkan
Contoh perangkat penggunaan alat
elektronik: laptop / kerja dalam
PC, printer, pelayanan
scanner, proyektor, administrasi desa.
smartphone, dll.
Contoh platform
digital:
pemanfaatan
aplikasi, dil.
e Pilih rentang rasio
penyelesaian
) pengaduan dalam 2
Rasio pengaduan (dua) tahun terakhir
yang tertangani terkait  pelayanan
Pelayanan dalam 2 (dua) administrasi desa. Pemeriksaan
Pel administrasi Penyelesaian ::?l‘: nui?iaé:\}:g;n < 50% atau ¢ lebukukan d°n§a“ dokumen, Dokumen
47 AMAN eslbi’kar:ian desa tersedia layanan kritill: Seratenkiit Tidak ada 51% s.d. 90% 291% okumen oto observasi pelayanan
pu o dan berjalan pengaduan y pengaduan kegiatan lapangan dan desa
dengan baik saran, dan penyelesaian wawancara
g penggduan lamnya pcngaduan /
terkait layanan screenshoot media

administrasi desa.

layanan pengaduan
yang disertai dengan
rekapitulasi

pengaduan dan




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIRATOR | "ppnjjalAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - - KETERANGAN | ypRIFIRASI |  DATA
persentase rasio
penyelesaian
pengaduan.
e Pilih tingkat
keberadaan
BUMDes di desa.
Penilaian
memperhatikan
pembentukan
Keberadaan Badan BUMDes, legalitas
Usaha Milik Desa kelembagaan,
; BUMDes telah BUMDes telah
sibagm 1 edmbaga dibentuk, dibentuk, (sig'nuktura d;eizigsetl:el;g
fiil());lot?:llc szscaag;ang BUMDes telah memiliki memilili kegiatan usaha Perdes, SK
! clah dibentak d legalitas yang legalitas yang BUMDes Kepala Desa,
e d 111k1an jelas, struktur jelas, struktur : B Pemeriksaan | dan dokumen
48 UNGGUL Keberadaan terdapat ; - pemen.ntah o 1 anl1iem d pengelola, dan pengelola, dan * Dibuktiken dengan dokumen dan | administrasi
BUMDes BUMDes aktif gankg dldull(m;lgi c8 mta:m;ts -l administrasi administrasi la)dargra iy Perdes wawancara kegiatan
do I:nlc B gg e it lol ad kegiatan usaha | kegiatan usaha BeUnl:/lDentuK ¢ usaha
an kelembagaan pengelola. yang berjalan yang berjalan es, Keputusan BUMDes
pquelola, serta pada tahun T-2 | pada tahun T-2 Kepala Desa tentang
aktlf dalam atau T-1. dan T-1. pengurus/ penge.lola,_
menjalankan Struktur Organisasi
usahanya. BUMDes, AD/ART
atau dokumen
kelembagaan lain,
dokumen
administrasi
kegiatan usaha

BUMDes.




~ ' . | PARAMETER | SUB |  DEFINISI - PARAMETER SR , ; 'MBE
NO | PILAR | INDIKATOR | ppnpalAN | INDIKATOR | OPERASIONAL — > ' . KETERANGAN | UERIFIKASI |  DATA
e Pilih tingkat
keberadaan dan
perkembangan
UMKM desa.
Penilaian
Terdapat memperhatikan
pendataan adanya pelaku
UMKM desa, UMKM, pendataan
Keberadaan usaha pelaku UMKM UMKM desa, bukti
el e i Terdapat | oofien | mestn o bean
zgneng yang pendataan cny . 1 d
jjalankan oleh UMKM desa usaha dalam 2 serta pengembangan
masyarakat desa Terdapat dan terdapat tahun terakhir UMKM melalui e — Data UMKM
terdapat UMKM dan dibuktikan pglaku UMKM pelaku UMKM (T-1 dan T~?), pemasaran digital, lapangan dan desa dan ‘
49 UNGGUL | UMKM desa aktif dengan adanya di desa, tetapi yang aktif serta sebagian promosi daring, atau pemeriksean dokuqxentasx
pelaku usaha, belum terdgta menjalankan UMKM telah bentuk _ penguatan P — kegiatan
pendataap UMKM, dengan baik. usaha dalam 2 berkemba'ng usaha llamnya. usaha
serta kegiatan ‘ tnban teralihir melalui o Dibuktikan dengan
usaha yang masih (T-1 dan T-2) pemasaran data UMKM desa,
berjalan dan ) digital, promosi dokumentasi
berkembang daring, atau kegiatan usaha,
bentuk dokumentasi
penguatan pemasaran digital,

usaha lainnya.

akun media sosial
usaha, marketplace,
katalog produk, atau
bukti
pengembangan
usaha lainnya.




; PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER , ; - METOD
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppNILAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - = KETERANGAN | VERIFIKASI | DATA
Pengembangan
desa wisata
telah
dituangkan
. Pengembangan i ;
Pengembangan Potensi dfsa desa wisata dalam e Pilih tingkat
ey sy ol wisata te ah tulal dokumen desa, perencanaan dan
= : : diidentifikasi, ; didukung komitmen desa
diidentifikasi dan : dituangkan .
dituangkan dalam tetapi belum dales kegiatan dalam RPJMDes,
Perencanaan dituangkan dan/atau pengembangan desa RKPDes
terdapat perencanaan, ; dokumen desa : . !
Pengembangan i dan secara jelas anggaran desa, wisata. Pemeriksaan APBDes, dan
50 UNGGUL ; potensi wisata ’ keputusan desa, dan/atau . . s
desa wisata komitmen dalam : serta ¢ Dibuktikan dengan dokumen berita acara
desa d ; atau musyawarah diputuskan . g
esa wisata desa sebagai dokumen atau del dilaksanakan RPJMDes, RKPDes, musyawarah
bagian dari program desa musyawarsh secara APBDes, berita acara desa
pengembangan pada 2 .tahun desa pada 2 berkelanjutan, musyawarah desa,
: terakhir (T-2 : tertuang dalam atau dokumen desa
potensi desa tahun terakhir :
dan T-1) (T-2 dan T-1) dokumen lainnya
RKPDes dan
APBDes 2
tahun terakhir
(T-2 dan T-1)
gg’s"g el Sudah ada | e Pilih tingkat promosi .

; Media sosial,
pemanfaatannya Sudah ada Sudah ada prqmotsxéicsa d;n pemanfa:tan brosur,
sebagai kegiatan promosi desa promosi desa lrntsalfllo paci o i pamflet, paket
ekonomi desa wisata dan wisata dan eter :ic‘ax: g;at; % wisata,

terdapat Promosi dan melalui media keterlibatan keterlibatan dm] pd la;' a:an ¢ ';. txkap al gengan Observasi dokumentasi
Pengembangan e pemanfaatan | informasi, media masyarakat masyarakat y o S e lapangan dan layanan
51 UNGGUL " potensi wisata : ; atau produk pamflet paket ‘ :
desa wisata e ekonomi desa | sosial, layanan dalam layanan | dalam layanan isat . g . | pemeriksaan wisata,
wisata wisata, produk atau produk atau produk WInaEa Ay wisata, dokumgntasx dokumentasi keterlibatan
lokal, atau wisata pada wisata pada berkelagjutan lay iy RS masyarakat
kegiatan usaha tahun T-2 atau | tahun T-2 dan pade tamu - keterlibatan atau bukti’
yang terkait T-1 T-1 2,T-1,dan TO masyarakat, iy usaha terkait
dengan desa (TO adalah bukti usaha terkait d isat
tahun berjalan) desa wisata esa wisata

wisata




PARAMETER

PARAMETER SUB DEFINISI METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIRKATOR | 'ponpjajAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - . - KETERANGAN | vmporikas1 | DAfR.
Terdapat PKK e Pilih tingkat
desa dan keberadaan dan
Keberadaan PKK melaksanakan Terdapat PKK keaktifan PKK desa
Keberadaan desa yang Terdapat PKK kegiatan desa dan aktif dalam kegiatan
terdapat dan keaktifan | melaksanakan desa, tetapi pemberdayaan | melaksanakan pemberdayaan Diokinses
Kegiatan P PKK dalam kegiatan belum aktif ekonomi desa, kegiatan ekonomi keluarga. Pemeriksaan
52 UNGGUL | pemberdayaan prog;an:l kegiatan pemberdayaan melaksanakan tetapi pemberdayaan | e Dibuktikan dengan | dokumen dan l:iKIliudesa dan
ekonomi pltzm oy pemberdayaa | ekonomi produktif kegiatan pelaksanaanny | ekonomi dalam SK kepengurusan, | wawancara oke qu;ntasx
SRen n ekonomi untuk mendukung | pemberdayaan a belum 2 tahun program kerja, gatan
desa kesejahteraan ekonomi desa berkelanjutan terakhir (T-1 dokumentasi
keluarga di desa dalam 2 tahun dan T-2). kegiatan, atau
terakhir (T-1 keterangan
atau T-2). pemerintah desa.
Terdapat KWT e Pilih tingkat
dan keberadaan dan
melaksanakan Terdapat KWT keaktifan KWT
Keberadaan g:::ra::.an KWT Terdapat KWT, kegiatan dan aktif dalam kegiatan
dan keaktifan yang tetapi belum pemberdayaan | melaksanakan pemberdayaan
Kegiatan terdapat Kelompok Ed?l::inmmi aktif ekonomi desa, kegiatan ckonomi keluarga. Pemeriksaan mgmn
53 UNGGUL | pemberdayaan progrbax::j Wanita Tani rg;lauktif u:tuk melaksanakan tetapi pemberdayaan | e Dibuktikan dengan | dokumen dan fiters atn .
ekonomi }e)lig:x oini ayaan (KWT) dalam fn M — kegiatan pelaksanaanny | ekonomi dalam SK kepengurusan, | wawancara ok ql:tznas'
kegiatan kessiak teragan pemberdayaan a belum 2 tahun program kerja, s
ekonomi desa keluiar & dbdia ekonomi desa berkelanjutan terakhir (T-1 dokumentasi
ga dalam 2 tahun dan T-2). kegiatan, atau
terakhir (T-1 keterangan
atau T-2). pemerintah desa.
. Plhle tingkat
. ; Pelatihan Pelatihan Pelatihan poectanasa
;f:fga:i?f a}f:i?at;han peninglqgatan peningk'atan peningk.atan g::ﬁﬁ:la(‘ztan
te!id?i%at oleh pemerintah kz;;si\mtas kz;;eltsnas keg:;?mtas kapasitas e —
pelatihan am am am
Peatitan | peninghaan o med? | pemberdayaan | pemberiayaan | pemberdayaan | Pembedeen | L
54 UNGGUL | masyarakat kapasitas - meningkatkan ekonomi desa ekonomi desa ekonomi desa « Dibuktil c.ien 2 p e Lo b
desa dalam kapasitas persal pezagh o melampirkan . =
e heaaas el A dilakukan dilakukan | dilakukan lebih | T @TPTEAR
ekonomi desa em)l;er ¥ P minimal 1 kali minimal 2 kali dari 2 kali Kewiatan latih
Samiiey ) dalam 2 tahun | dalam 2 tahun | dalam 2 tahun | o8 B e
SRR terakhir terakhir terakhir i BRneD,

dokumentasi
laporan kegiatan;




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | 'ppNjjAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - = KETERANGAN | yERIFIKASI | DATA
Terobosan atau
pembaruan yang ; . | e Pilih tingkat jumlah
dilakukan oleh Jumlah inovasi | Jumlah inovasi Juml;hmigovasx inovasi yang
; ; pemerintah desa yang yang ; ; diterapkan dalam 2 "
55 UNGGUL | Inovasi desa tfi%l;it mr?;/ﬁm ) atau masyarakat diterapkan di diterapkan di d(llzzrﬁili{ﬁ::-i tahun terakhir. ﬁkﬁﬁ:ﬁ dokumentasi
. untuk desa minimal 1 | desa minimal 2 | )5 " "o (| e Dibuktikan dengan | C0- -t -C S kegiatan
meningkatkan inovasi dalam 2 | inovasi dalam 2 5 vebina laporan pelaksanaan
kualitas tahun terakhir | tahun terakhir ssralhie inovasi desa yang
pembangunan diterapkan.
desa
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR @ TAHUN 2026

TENTANG PROGRAM DESA HELAU

MEKANISME PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU
A. UMUM

Lomba Desa HELAU merupakan bagian dari pelaksanaan Program Desa
HELAU yang diselenggarakan sebagai instrumen evaluasi, pembinaan, dan
apresiasi terhadap desa dalam penerapan pembangunan berbasis pilar
Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Lomba Desa HELAU diselenggarakan sebagai bentuk penguatan terhadap
pelaksanaan Lomba Desa, khususnya dalam aspek pembangunan desa yang
menekankan kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya,
keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik desa, serta
penguatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi desa.

Penyelenggaraan Lomba Desa HELAU dilaksanakan untuk:
1. mengukur tingkat keberhasilan desa dalam menerapkan pilar HELAU;

2. memperkuat kualitas pembinaan desa melalui pendekatan tematik
pembangunan desa;

3. memberikan apresiasi kepada desa yang menunjukkan kinerja terbaik
dalam pelaksanaan Program Desa HELAU; dan

4. mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa secara
berkelanjutan.

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU ini disusun sebagai pedoman
umum dalam penyelenggaraan tahapan Lomba Desa HELAU agar
pelaksanaannya berlangsung secara tertib, objektif, terukur, transparan,
dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN DAN KORELASI DENGAN LOMBA DESA

Lomba Desa HELAU berkedudukan sebagai instrumen penguatan tematik
terhadap pelaksanaan Lomba Desa dalam rangka mendorong peningkatan
kualitas pembangunan desa yang selaras dengan arah kebijakan Program
Desa HELAU.

Dalam penyelenggaraannya, Lomba Desa HELAU tidak berdiri terpisah dari
Lomba Desa, melainkan merupakan bagian lanjutan yang memperkuat
aspek substansi pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan
kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, keamanan dan
ketertiban masyarakat, pelayanan publik desa, serta daya saing dan
pemberdayaan ekonomi desa.

Kedudukan Lomba Desa HELAU dalam hubungannya dengan Lomba Desa
dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. ketentuan dan mekanisme dalam Lomba Desa merupakan prasyarat
bagi desa untuk mengikuti Lomba Desa HELAU;

2. Lomba Desa HELAU dilaksanakan sebagai bentuk penguatan terhadap
hasil pelaksanaan Lomba Desa, khususnya dari aspek penerapan pilar
HELAU;

3. Lomba Desa HELAU dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan
Lomba Desa tingkat kabupaten;



4. desa yang dapat mengikuti Lomba Desa HELAU adalah desa yang
ditetapkan sebagai nominasi berdasarkan hasil pelaksanaan Lomba
Desa tingkat kabupaten; dan

5. jumlah desa yang ditetapkan sebagai nominasi sebagaimana dimaksud
pada angka 4 diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan Lomba
Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.

Dengan kedudukan tersebut, Lomba Desa HELAU berfungsi untuk:

1. memperdalam evaluasi terhadap desa-desa yang telah menunjukkan
capaian baik dalam Lomba Desa,;

2. memperkuat dimensi kualitas pembangunan desa melalui pendekatan
pilar HELAU;

3. memberikan arah pembinaan yang lebih fokus dan terukur bagi desa
nominasi; dan

4. menghasilkan desa percontohan yang tidak hanya unggul secara umum,
tetapi juga menunjukkan capaian yang kuat dalam penerapan pilar
HELAU.

Indikator dan instrumen penilaian Lomba Desa HELAU menjadi rujukan
bagi seluruh desa dalam menerapkan pilar HELAU pada penyelenggaraan
pembangunan desa. Dalam rangka penerapan pilar HELAU tersebut,
pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan,
fasilitasi, dan penguatan kapasitas desa secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, hasil Lomba Desa menjadi dasar administratif dan
substantif bagi penetapan nominasi Lomba Desa HELAU, sedangkan hasil
Lomba Desa HELAU menjadi dasar penilaian akhir untuk menentukan desa
terbaik dalam penerapan pembangunan desa berbasis pilar HELAU.

C. TUJUAN
Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kecamatan, Pemerintah Desa, Tim Penilai, dan pihak terkait dalam
penyelenggaraan Lomba Desa HELAU;,

2. menjamin keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan Lomba Desa
HELAU dengan tahapan Lomba Desa;

3. memastikan bahwa pelaksanaan Lomba Desa HELAU dilakukan secara
tertib, sistematis, objektif, terukur, transparan, dan akuntabel;

4. memberikan acuan yang jelas mengenai tahapan penetapan nominasi,
sosialisasi instrumen, pengisian instrumen penilaian, penyampaian
bukti dukung, penilaian, verifikasi, dan penetapan hasil;

5. menjamin bahwa proses penilaian Lomba Desa HELAU dilaksanakan
berdasarkan indikator, instrumen, dan bukti dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

6. mendukung pembinaan desa secara berkelanjutan dalam penerapan
pilar HELAU sebagai bagian dari penguatan kualitas pembangunan desa.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

1. Tahap Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Tahap ini merupakan tahapan awal yang menjadi dasar penentuan desa
yang dapat mengikuti Lomba Desa HELAU. Pada tahap ini :



a.

B

pemerintah Daerah melaksanakan Lomba Desa tingkat kabupaten
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten menjadi dasar
administratif dan substantif bagi penetapan desa yang akan
diikutsertakan dalam Lomba Desa HELAU; dan

desa yang tidak mengikuti atau tidak memenuhi ketentuan dalam
Lomba Desa tidak dapat mengikuti Lomba Desa HELAU.

2. Tahap Penetapan Nominasi Lomba Desa HELAU

a.

b.

berdasarkan hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten,
ditetapkan sejumlah desa sebagai nominasi Lomba Desa HELAU;

penetapan nominasi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

jumlah desa yang ditetapkan sebagai nominasi diatur lebih lanjut
dalam petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan
setiap tahun.

3. Tahap Sosialisasi Instrumen kepada Nominasi

a.

b.

C.

desa nominasi diberikan sosialisasi mengenai ketentuan, indikator,
dan instrumen penilaian Lomba Desa HELAU;

sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:

¢ memberikan pemahaman kepada desa mengenai ruang lingkup
dan arah penilaian Lomba Desa HELAU;

e menjelaskan tata cara pengisian instrumen penilaian;

e menjelaskan jenis dokumen dan bukti dukung yang harus
disiapkan; dan

¢ memastikan kesiapan desa nominasi dalam mengikuti tahapan
penilaian.

Sosialisasi instrumen kepada nominasi dilaksanakan oleh perangkat
daerah terkait, Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas
HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat
Satgas HELAU Kecamatan, dan/atau tim teknis yang ditugaskan.

4. Tahap Pengisian Instrumen Penilaian dan Penyampaian Bukti Dukung

a.

desa nominasi wajib mengisi instrumen penilaian Lomba Desa
HELAU sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

desa nominasi wajib menyampaikan dokumen, data, dan bukti
dukung kepada Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas
HELAU Kecamatan.

Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU
Kecamatan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan
administrasi dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana
dimaksud pada huruf b.

dokumen, data, dan bukti dukung yang telah diperiksa sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ diteruskan kepada Satgas HELAU Kabupaten
melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan format,
tata cara, dan jadwal yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.

bukti dukung yang disampaikan harus relevan dengan indikator dan
parameter penilaian yang telah ditetapkan.



f. dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen,
Satgas HELAU Kecamatan dan/atau Satgas HELAU Kabupaten dapat
meminta perbaikan atau pelengkapan kepada desa nominasi sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan.

5. Tahap Penilaian dan/atau Verifikasi oleh Tim Penilai

a. terhadap instrumen penilaian dan bukti dukung yang telah
disampaikan oleh desa nominasi melalui Satgas HELAU Kecamatan
dan diteruskan kepada Satgas HELAU Kabupaten, dilakukan
penilaian dan/atau verifikasi oleh Tim Penilai Lomba Desa HELAU.

b. penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan melalui:

e penilaian administrasi;
e pemeriksaan dokumen dan bukti dukung;
o verifikasi lapangan, apabila diperlukan;

e wawancara atau klarifikasi dengan pemerintah desa, lembaga
desa, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat; dan

e metode lain yang diperlukan sesuai petunjuk pelaksanaan;

c. Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan indikator, sub
indikator, definisi operasional, parameter penilaian, metode
verifikasi, dan sumber data yang telah ditetapkan; dan

d. hasil penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf d dituangkan dalam berita acara dan rekapitulasi hasil
penilaian serta menjadi bahan pembinaan lebih lanjut oleh Satgas
HELAU Kabupaten dan Satgas HELAU Kecamatan.

6. Tahap Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pemenang

a. berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, disusun rekapitulasi nilai
akhir desa nominasi;

b. rekapitulasi nilai akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi
dasar penyusunan peringkat hasil Lomba Desa HELAU;

c. berdasarkan hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf b,
ditetapkan pemenang Lomba Desa HELAU; dan

d. pemenang Lomba Desa HELAU ditetapkan paling sedikit dalam
kategori:

e Juaral;
e Juara ll; dan
e Juara III.

Selain kategori sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat ditetapkan
kategori penghargaan lain sesuai petunjuk pelaksanaan.

E. DOKUMEN DAN BUKTI DUKUNG

Dalam mengikuti Lomba Desa HELAU, setiap desa nominasi wajib
menyiapkan dan menyampaikan dokumen, data, dan bukti dukung yang
relevan dengan indikator dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.

Penyampaian dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud
pada paragraf pertama dilaksanakan secara berjenjang melalui Satgas
HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU Kabupaten melalui sekretariat
masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan.



Dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada paragraf
pertama digunakan sebagai dasar untuk:

1. membuktikan pelaksanaan indikator dan sub indikator Lomba Desa
HELAU;

2. mendukung hasil pengisian instrumen penilaian;

3. memudahkan proses pemeriksaan administrasi, verifikasi, dan
klarifikasi oleh Tim Penilai; dan

4. menjamin bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dokumen dan bukti dukung yang disiapkan oleh desa nominasi paling

sedikit meliputi:

1. formulir instrumen penilaian yang telah diisi;

2. dokumen kebijakan desa yang relevan, termasuk peraturan desa,
peraturan kepala desa, surat keputusan kepala desa, atau dokumen
sejenis;

3. dokumen perencanaan desa yang relevan, termasuk RPJMDes, RKPDes,
APBDes, atau dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;

4. dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan desa yang berkaitan
dengan indikator penilaian;

5. data, register, laporan, arsip, atau catatan lain yang mendukung
pelaksanaan indikator;

6. dokumentasi kegiatan, sarana, kondisi lapangan, atau hasil
pelaksanaan kegiatan; dan

7. dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai kebutuhan penilaian.

Dokumen dan bukti dukung sebagaimana dimaksud di atas harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. sesuai dengan indikator dan parameter penilaian;

2. dapat diverifikasi kebenaran dan keterkaitannya dengan kondisi desa;

3. disusun secara tertib, sistematis, dan mudah diperiksa; dan

4. menggambarkan kondisi aktual atau pelaksanaan kegiatan dalam
periode penilaian yang ditetapkan.

Dokumen dan bukti dukung dapat disampaikan dalam bentuk fisik, digital,
atau keduanya melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan dan/atau
Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam
petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Dalam hal Tim Penilai memerlukan penegasan atas dokumen, data, atau
bukti dukung yang disampaikan, desa nominasi wajib memberikan
klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan
jadwal dan tata cara yang ditetapkan.

. TIM PENILAI

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Desa
HELAU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas unsur:

1. perangkat daerah terkait;

2. akademisi;



pelaku usaha;
tokoh masyarakat;

media massa; dan

AL

pemangku kepentingan lainnya.

Tim Penilai mempunyai tugas :

1. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU dan
Lomba Desa HELAU berdasarkan indikator dan instrumen penilaian
yang telah ditetapkan;

2. melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan untuk memastikan
kesesuaian antara instrumen, bukti dukung, dan kondisi riil desa;

3. menyusun hasil penilaian dan rekapitulasi nilai desa nominasi; dan

4. merekomendasikan penetapan desa terbaik dalam Lomba Desa HELAU.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai wajib menjunjung prinsip :
objektivitas;
independensi;

1
2
3. transparansi,
4. akuntabilitas; dan
S

profesionalitas.

Tim Penilai dapat melakukan klarifikasi, pendalaman, dan konfirmasi
terhadap dokumen, data, bukti dukung, dan informasi yang disampaikan
oleh desa nominasi sepanjang diperlukan untuk menjamin ketepatan hasil
penilaian.

Hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai dituangkan dalam :

1. lembar penilaian;

2. rekapitulasi hasil penilaian;

3. berita acara penilaian; dan

4. rekomendasi hasil penilaian.

Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada paragraf keenam
menjadi dasar bagi penetapan pemenang Lomba Desa HELAU sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

. PETUNJUK PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Lomba Desa HELAU
diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan setiap tahun. Petunjuk
pelaksanaan Lomba Desa HELAU paling sedikit memuat:

1. jumlah desa nominasi;

2. jadwal pelaksanaan;

3. tata cara sosialisasi instrumen;
4

tata cara pengisian instrumen penilaian serta penyampaian dokumen,
data, dan bukti dukung;

tata cara penilaian dan/atau verifikasi;

o

6. pembobotan, rekapitulasi nilai, dan tata cara penetapan hasil; dan



7. ketentuan teknis operasional lainnya yang diperlukan dalam
pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU menjadi acuan operasional bagi
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tim Penilai,
dan pihak terkait dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU pada tahun
berjalan. Petunjuk pelaksanaan tersebut disusun dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta
kebutuhan pelaksanaan Lomba Desa HELAU secara objektif, terukur, tertib,
dan akuntabel.

. PENUTUP

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU ini menjadi pedoman umum
dalam penyelenggaraan Lomba Desa HELAU sebagai instrumen penguatan
pelaksanaan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU diharapkan dapat memperkuat kualitas
pembinaan desa, meningkatkan capaian penerapan pilar HELAU, dan
mendorong terwujudnya desa yang Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul
secara berkelanjutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis
operasional, pelaksanaannya berpedoman pada petunjuk pelaksanaan
Lomba Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.
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